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ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini: Untuk mengetahui, menganalisis
Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di
wilayah hukum kepulauan riau, Bagaimana kelemahan-kelemahan dan solusi
terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah
hukum kepulauan riau bagaimana perlindungan terhadap anak pasca putusan
perceraian dan bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca
putusan perceraian dan apa solusinya.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yang
bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku
dalam masyarakat dan menjadi- acuan perilaku setiap individu. Penelitian
empiris merupakan metode pefiel - ng menitikberatkan pada pengumpulan
data melalui pengalam f'f"f - va5| dan eksperlmen Tujuannya

serius berupa

Oleh karena itu,
al dan partisipatif,
an teknologi untuk
dan kesejahteraan

=)

iiliki potensi ekonomi

besar, tetaprq ( erhamb emahaman perizinan
gan penega_k_ lﬁj Iva g 5‘ @ u ﬁ_ & ering melanggar aturan
arena mini ' perlindungan hukum.

Penegakan hu! ’ﬁu*'f dap 1"‘#“4?-?51@- nflik kewenangan antar
instansi, sulitnya penaawasan' | "w smg, kelemahan aturan
hukum, keterbatasan SDM, saran'a_kurarrg_rﬁe'rﬁadal korupsi, rendahnya
kesadaran hukum, dan lambatnya proses peradilan. Solusi yang dibutuhkan
meliputi peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi pengawasan
modern, penguatan sarana, pemberantasan korupsi, edukasi masyarakat, dan
reformasi sistem peradilan termasuk pembentukan pengadilan khusus
perikanan. Penegakan hukum harus memperhatikan aspek sosial, moral, dan
budaya agar efektif melindungi sumber daya laut dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Tindak Pidana Perikanan
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ABSTRACT

To identify and analyze how law enforcement is carried out against
perpetrators of fisheries crimes in the jurisdiction of the Riau Islands, what the
weaknesses and solutions are in enforcing the law against perpetrators of
fisheries crimes in this region, how the protection of children is ensured after a
divorce ruling, what the rights and obligations of parents are toward their
children post-divorce, and what the potential solutions to these issues may be.

The research method used in this study is Empirical Juridical, which aims
to examine the law as norms or rules that apply in society and serve as
behavioral guidelines for individuals. Empirical research emphasizes data
collection through direct experienge, observation, and experimentation. The
goal is to generate knowledg s that ¢z ﬁ““ Dbe tested for its validity based on real
and objective evidence. ; .,

supervision,
ons. However,
law

fishing cor 11616 j P e great economic
Wi § or andlng of licensing
actors often violate

regulations d ess to capital and legal
protection. L@ uﬁwi"ﬁ 'a!"ﬂ gs", including authority
conflicts among Jwinlq_& F@ijwim. ﬁ j foreign captains, weak
legal regulatlo \ | I te facilities, corruption,
low legal awareness; ¢ CIalPrOCESSES—F 'oposed solutions include
increasing the capacity of human resources, using modern surveillance
technologies, strengthening infrastructure, eradicating corruption, educating
the public, and reforming the judicial system, including the establishment of a
specialized fisheries court. Law enforcement must consider social, moral, and

cultural aspects in order to effectively protect marine resources and improve
the welfare of coastal communities.

Keywords: Law Enforcement, Fisheries Crime
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap perilaku dan tindakan
warganya tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai
instrumen dalam sistem sosial yang bertujuan untuk menyelaraskan

kepentingan masyarakat guna mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, hukum

-y S \erajalela dan
9

;‘E ‘ 3 adar merugikan

—

ﬁ : 1N )nomi masyarakat.

T %r. m{“l katego | ai_kejahiatan luar biasa yang
)
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\ egara hukur .'F.-‘. i warga L“' jib tunduk dan patuh
P\ rearerail NOSEr Ty

pada aturan yang

[

Hukum) sebagai negara yang mengatur seluruh aspek kehidupan berdasarkan
aturan yang telah ditetapkan secara formal dalam undang-undang. Dengan
demikian, hukum memiliki kepastian sebagai satu-satunya norma yang berlaku

dalam suatu wilayah negara.?

t Alwan Hadiyanto. Pengantar IImu Hukum, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021,
hal. 9

2 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya,
Jakarta: Elsam, 2002, hal. 474



Sebagai negara hukum, setiap tindakan dan kebijakan negara harus
berlandaskan hukum. Aristoteles mengembangkan konsep negara hukum
dengan mengaitkannya pada gagasan Polis, yakni negara yang berlandaskan
hukum demi menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Menurutnya,
negara hukum adalah negara yang berdiri di atas prinsip-prinsip hukum yang

berfungsi untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.?

Pasifik m? aga k lur perdagangan laut

global. /donesia untuk tampil

sebagai negar"q
i
L1
maupun politik.

alk dalam aspek ekonomi

Berdasarkan amanat konstitusi, sumber daya alam perikanan harus dikelola
secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga
kelestariannya. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya

3 Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, pusat studi HTN FH Ul,
Jakarta: Sinar Bakti, 1985, hal. 153



kemakmuran rakyat.”* Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua,
yaitu Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia
dan Samudra Pasifik. Dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan dan garis
pantai yang termasuk terpanjang di dunia, Indonesia memiliki potensi besar
dalam sektor kelautan. Posisi geografis yang strategis ini menjadi keunggulan
sekaligus menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap sektor

kelautan®

[ /
UNISSULA /i
mé. ?hﬂ-"-l-h!y !én‘-"."h‘:ﬂ@:l.qﬁ!ﬁglu)} anan.
i
L1
Hal ini menunjukkan bahwa faut indonesia men pan kekayaan alam yang

melimpah, suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain.

Namun, potensi besar ini sering kali kurang dimanfaatkan secara optimal,

# Nurul Hudi, Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi, Perspektif
Hukum,Vol. 21 No.2 November 2021, hal. 223

5 Tim Penyusun, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan
Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing), Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016, Jakarta, 2016, hal. 1

6 imela Victor Muhammad, lllegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya
Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan, Political, VVol. 3, No. 1, Jurnal DPR RI, 2016



karena perhatian pemerintah lebih terfokus pada pengelolaan sumber daya alam
di daratan. Akibatnya, kondisi ini membuka peluang bagi nelayan asing untuk
mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia secara ilegal, yang berpotensi
merugikan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut nasional.

llegal Fishing adalah aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Praktik ini

mencakup berbagai pelangerti tidak memiliki izin, menggunakan

.

dokumen palsu, menangkap-ii fit-batas yang ditentukan, memakai alat

di Indonesia yang
) 2002. Provinsi ini

memiliki leta w “ E g% aj L i’& engan beberapa negara

i - 5
tetangga. Ada fﬂﬁ%iﬁd‘lﬁl !@53{;5&—1&«5:54{@. 2uan Riau adalah sebagai

berikut:
1. Sebelah Utara: Laut Cina Selatan
2. Sebelah Selatan: Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
3. Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi

4. Sebelah Timur: Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau



Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari dua kota, yaitu
Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi dan Kota Batam, serta lima
kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Karimun

2. Kabupaten Bintan

3. Kabupaten Natuna

4. Kabupaten Lingga

. ta 120 Ha 2njadi aspek yang

menarik': aliti, 1 s : emiliki wilayah

! ¥
paradoks t'QII U “ ﬂ gs U L A fmampu sepenuhnya
meningkatkar'i ‘:f'—’ufe‘—'y |é§153’{;5’1€51a§?{ﬁ§"py ayan dan pembudidaya
ber-daya yang belum optimal,
keterbatasan infrastruktur, kebijakan yang kurang efektif, serta maraknya
praktik illegal fishing mungkin menjadi penyebab utama yang perlu dikaji lebih
dalam.

Eksploitasi sumber daya ikan secara ilegal, baik oleh warga negara asing

maupun oleh warga negara Indonesia sendiri, menjadi salah satu faktor utama

"https://ppid.kepriprov.go.id/resources/informasi  Dlakses pada tanggal 14 Februari
2025,pukul 10.00 wib



yang menghambat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya hasil laut di
Kepulauan Riau. Praktik illegal fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi,
tetapi juga berdampak pada keberlanjutan ekosistem laut.

Berdasarkan data kasus illegal fishing di Kepulauan Riau dalam lima tahun
terakhir:

1. Tahun 2018: 41 kasus

Tahun 2019: 39 kasus

21, peningkatan

masih menjadi

pengawasan dan

U N E E'g “ Ll'-\ a lainnya di wilayah

e L3
perairan Pangk n“?”r-\'? ‘-@1‘?’2}1%-@%8!@- pertanyaan mengenai

efektivitas pen\agakan—hukurrr I

bidang perikanan menjadi aspek yang sangat penting dan strategis guna

>enegakan hukum dalam

mendukung pembangunan perikanan yang berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum harus selaras dengan asas
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, sehingga eksploitasi sumber daya

laut dapat dikendalikan secara bijak. Dengan demikian, pembangunan sektor

& Ibid



perikanan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi
juga memastikan kelestarian ekosistem laut untuk generasi mendatang.

Di Indonesia, tindak pidana illegal fishing telah diatur dalam Undang-
Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 8 undang-undang tersebut
menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan

dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan

biologis, bahan peledak, aI au bangunan yang dapat merugikan serta

membahayakan kelestariaf

pengelolaan perikai publ) 3sia, »\\
L ﬁ AL negake terhadap tindak

ya.ikan dan lingkungan di wilayah

@ /A
WN HEQWW-“ Fak pidana ini dapat

dikategorikan ki v-"f—i‘ﬂ-J\-'e'!-Er@ﬁqﬁi@.uﬁ:{{:Lx_ﬁ. pal asing atau eks kapal

!

asing dan kapia* an ini bertujuan untuk
membedakan metode penangkapan yang digunakan, baik dari segi teknologi
maupun teknik manual, serta kapasitas penangkapan berdasarkan Gross
Tonnage (GT), mesin kapal, jaring yang digunakan, dan para nelayan yang

mengoperasikan kapal tersebut.*

 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
10 Aji Sularso, Over Fishing, Over Capacity dan lllegal Fishing (Studi Kasus Laut Arafura),
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009, hal. 49



Praktik illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing memberikan
dampak kerugian terbesar bagi negara. Penangkapan ikan secara ilegal oleh
kapal asing tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga
berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan, kerugian
akibat aktivitas ini mencapai satu juta ton ikan setiap tahunnya.'!

Selain itu, eksploitasi ikan dalam jumlah besar oleh kapal asing

menyebabkan berkurangny

L
UNiSSULA

Etuus.h’!@ﬁ}'-:,*:ﬂaL-;.‘-‘gmkgn

Pelaku menggunakan dokumen izin palsu untuk beroperasi di perairan
Indonesia. Modus yang sering digunakan adalah menduplikasi izin
resmi dan mengoperasikan kapal dengan nama serta bentuk yang sama

untuk mengelabui pihak berwenang.

11 Nurul Hudi, Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi, Perspektif
Hukum, Vol. 21 No.2 November 2021, hal. 223
12 bid



3. Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang
Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai standar Kementerian
Kelautan dan Perikanan dapat merusak ekosistem laut. Alat-alat ini tidak
hanya menangkap ikan dalam jumlah besar tetapi juga membunuh
berbagai jenis ikan, termasuk yang masih kecil, sehingga mengancam
keberlanjutan stok ikan.

4. Penangkapan ikan spesies yang tidak sesuai izin

dilindungi dan hanya boleh

Namun, pelaku illegal fishing

Se nis ikan yang

ang dilarang.

f

%
=
i ' ahatafny ﬁ shin pat  dikategorikan
.'._ = J
sebagai ' R -d s ’ me_J(kej hatan terorganisir
. R
transnasm?\,r ehabka ] Fjg ditemukan dalam
' /

!

banyak kasu UNISSULA /

L1 o ]
1. Adanyd kolaboiast ¢ 1@?‘;‘_;1151_9._.5:51.\4}@. srlibat, Penangkapan ikan
|1

secara ilega

Beberapa s

K difakukan-secara tndividu, melainkan oleh kelompok
yang terorganisir dengan baik dan melibatkan lebih dari satu orang.
Banyak mafia terlibat dalam praktik ini, karena para pelaku umumnya
tidak akan berani melakukan illegal fishing tanpa dukungan finansial
yang kuat. Biasanya, aktivitas ini difasilitasi oleh pihak yang memiliki

modal besar, termasuk penyediaan kapal bagi nelayan asing.

13 https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 10.00
wib


http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read

2. lllegal fishing beroperasi pada level internasional, Kejahatan ini
berskala internasional, karena pelakunya sering kali merupakan warga
negara asing yang memasuki perairan suatu negara tanpa izin untuk
melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Hasil tangkapan kemudian
dijual di berbagai negara, memperkuat sifat transnasional dari aktivitas

ini.

3. Pelaku melakukan pencuci ;. Untuk menghindari pajak resmi dan

pungutan dar daya lautnya telah dieksploitasi, para

w N W .'1."5"..":"- U Lﬁ dan Malaysia, untuk
(as peiierokapalt kel secara 1e0a

autan dan Perikanan (KKP),
TNI, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Polisi Perairan,
serta instansi terkait lainnya memiliki peran krusial dalam menjaga perairan

Indonesia dari ancaman illegal fishing.'4

4 Ibid

10



Besarnya potensi perikanan Indonesia menarik minat nelayan dari negara-
negara yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia untuk menangkap
ikan, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kelestarian
perairan di ZEEI masih terjaga, salah satunya karena luasnya wilayah laut
Indonesia serta minimnya kapal nelayan domestik yang memanfaatkan dan

mengelola sumber daya kelautan di kawasan tersebut. Dalam kurun waktu 2019

hingga Agustus 2023, pemerinta %berhasil menangkap dan memproses

ZAN

hukum para pelaku illg srairan Indonesia, sebagai bagian dari

/
w w “ ﬁ?g‘» w Lﬂ /{t yang adil, makmur,

ng Dasar Tahun 1945,

LT3

wﬂ'ﬁﬁu--a!.y !ésﬁﬁ;a!.‘ﬁ.l@;:ﬁ ang-L

memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

5 1hid
6 Yulita Heriyanti dan Martin Roestamy, Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang

Simulator Surat Izin Mengemudi Polri, Jurnal Living Law Vol 10 Nomor 1, Januari 2018, hal. 2

7 Eka Sapari, Dadang Suprijatna, dan Mulyadi, Optimalisasi Pengarsipan di Samsat Kota

Bogor Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan
Identifikasi Kendaraan Bermotor, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 2, September 2017, hal.

11



Hukum dibuat untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dengan
mengatur berbagai kepentingan agar tidak saling berbenturan.*®

Indonesia menempatkan hukum pada posisi tertinggi, karena sebagai negara
yang berlandaskan hukum, hukum harus menjadi instrumen utama dalam
melindungi kepentingan rakyat.'®

Namun, pelanggaran terhadap norma-norma hukum semakin sering terjadi
dengan jenis dan pola yang ema in kompleks, menandakan bahwa tujuan
hukum belum sepenunn .; i.karena itu, diperlukan pendekatan

Se

Wwﬁﬁvﬁiuﬂ.ﬁ ANAN DI WILAYAH

'ﬁ:ﬁll-gylédgﬂﬁ..p‘.‘m;g. an Dinas Kelautan

Perikanan Provinsi Kepulaua

8 Yulita Heriyanti dan Martin Roestamy, Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang

SimulatorSurat 1zin Mengemudi Polri, Jurnal Living Law Vol 10 Nomor 1, Januari 2018, hal. 2

231

1 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kansius, 2011,hal.

20 |lman Khairi dan Martin Roestamy, Pengembangan Model Asas Droit De Preference

Terhadap Kepemilikan Tempat Usaha Pada Pasar Tanah Abang Jakarta, Jurnal Hukum
De'rechtsstaat, Volume 3 No. 2, September 2017, hal. 120
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B. Rmuusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis
merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan
di wilayah hukum kepulauan riau?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap penegakan

hukum terhadap pelaku_tindak pidana perikanan di wilayah hukum

w N ﬂ g:g U PP ﬁ Jak pidana perikanan di
likuti kepd @#?ts'?.'el.q::ml,e-

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis
dan praktis adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis,
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada

spesifikasi cabang ilmu hukum pidana.

13



2. Secara prkatis,
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada
pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:
a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif
maupun legislatif penegakan hukum terhadap tindak pidana

perikanan.

b. Bagi

. yarakat umum agar

erhadap pelaku tindak

“ W H $?3 “ i ﬂ enunjang pekerjaan
g peiuis Gl antinga |

E. Kerangka Konseptuali

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang
berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini,
maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan
memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai

berikut:

14



1. Efektifitas
Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu tindakan, strategi,
atau proses dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan hasil
yang optimal. Dalam berbagai bidang, efektivitas menjadi ukuran
penting.2?
2. Penegakan Hukum

Penegakan hurtl luas mencakup upaya untuk
i ‘ e

melaksanakan da ol kum, serta mengambil tindakan

&
JINE gg lel-nilar’ yang fercermin dalam kaidah

hukur;"x ing-ti 'wf-f IC'-:. V’rﬁlmfmi.r indakan nyata, dengan
tujuan \rrrentrplﬁkan—m elthara, dan—mempertahankan kedamaian
dalam kehidupan bermasyarakat.?

3. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan merupakan jenis

kejahatan yang tidak diatur dalam KUHP, melainkan melalui

21 KBBI

22 Wicipto Setiadi. Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Majalan Hukum Nasional, VVo. 48 No. 2 Tahun 2018,
hal. 4

2 1bid, hal. 7
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ketentuan khusus yang bersifat menyimpang. Hal ini disebabkan karena
tindak pidana tersebut berpotensi merusak pengelolaan sumber daya
perikanan di Indonesia, yang pada akhirnya dapat merugikan
masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, sanksi pidana yang
dikenakan cenderung berat dan tegas sebagai upaya penanggulangan
yang efektif.?*

4. Tindak Pidana

i :::rtﬂ:Lﬁ!y ’@éﬁ”ﬂﬂ,.;‘&m‘ﬂp} gseluruhan aturan tentang
\ . N /
I Kan-dan menjatankar pidana tersebut.
2) MOELJATNO, hukum pidana adalah aturan yang menentukan:
a. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, serta ancaman

sanksi bagi yang melanggarnya;

24 Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2002, hal.1
% 1bid, hal. 96
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b. Kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar dapat dijatuhi
pidana;
c. Carapengenaan pidana kepada pelanggar tesebut dilaksanakan.
3) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan
2 (dua) bagian, yaitu:

a. Tindak pidana materiil. Pengertian tindak pidana materil

-dana yang dimaksud dirumuskan

nenyebabkan suatu akibat tertentu,

formal yaitu
kan sebagai

ng disebabkan

G2 .
w w E :hﬁl g U L ﬁ /a yaltu suatu perbuatan
: ‘ﬂfu-ﬂf-y !@h%t;"gﬂuhzﬁmﬂlﬂ_i- ;

5. Perikanan

1buatnya dapat dipidana

Perikanan merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan
sumber daya hayati perairan. Tujuan utama dari perikanan adalah
meningkatkan  kesejahteraan manusia dengan mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya tersebut. Berdasarkan Undang-Undang

% Wiryono Prodjodikoro, Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia, Bandung:
Erosco, 1986, hal. 55
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Nomor 45 Tahun 2009, perikanan mencakup seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta
lingkungannya, mulai dari tahap praproduksi, produksi, pengolahan,
hingga pemasaran, yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
. Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau (disingkat Kepri) merupakan salah satu

a-

provinsi di Indonesia de ota terletak di Kota Tanjungpinang.
Letaknya str 35al Iangsung dengan beberapa negara
'. \QMM 8 Q fan.Laut Tiongkok Selatan di

Qatimantan Barat dan

berdomist —Menjetang—akhir tahun 2024, jumlah
penduduk provinsi ini diperkirakan meningkat menjadi 2.271.890 jiwa.

Secara administratif, Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten dan 2
kota, yang terbagi lagi ke dalam 52 kecamatan dan 299 kelurahan/desa.

Wilayahnya mencakup sekitar 2.408 pulau, baik besar maupun kecil,

18



di mana sekitar 30% belum memiliki nama dan belum dihuni. Total luas
wilayah Kepri adalah sekitar 8.201,72 km?, dengan komposisi wilayah
sekitar 96% berupa perairan dan hanya 4% berupa daratan.?’
F. Kerangka Teoritis
Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori
dalam tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi

bahan perbandingan, pemegangan. teoritis. Seiring dengan perkembangan

.".-.

¥
UNISSULA

Deihadian. Eeidasaiian definysy 15eb

1. Teori Efektifitas Hukum
Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan
atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu

tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable

27 https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau Diakses pada tanggal 25 Februari 2025
pukul 17.00 wib

28 Soerjono Soekamto, Penagantar Penelitian Hukum, Jakarta : universitas Indonesia Press,
2005, hal. 6

23 W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum , Jakarta: Raja Grafindo, 1999, hal. 2
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terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.*

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-
tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak
ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang
menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang
bersangkutan adalah efektif.3! Derajat dari efektivitas hukum menurut

an-oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap

Soerjono Soekanto, ditentu

hukum,termasuk .m- mya, sehingga dikenal asumsi bahwa,
.._..-" '\-.-.
/ gi' adalah Indikater. suatu berfungsinya suatu

aidah hukum pada

mengukur efektif

teori efektivitas seperti
Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav

Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial

30 Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Citra Aditya
Bandung, him. 67.

31 Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan
Disertasi, Edisi Pertama Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, him.375

32 Soerjono Soekanto, 1995, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya
Bandung, hal.7

33 1bid, hal. 20
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atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua
yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern
merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang
sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi
canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan
oleh pejabat yang berwenang.®*

. Teori Penegakan Hukum

i Ir,éaosial masyarakat.
ﬁt sudah diakui dan
menjadi teori yang
mampu di ‘;‘P"u’!y |é2jt’%{:,3='.1ﬂiﬂﬁﬁaﬂsf_h ang akan dibahas.

\ U N/

Salah s;"tU'teori-merrumtpé'hu is yang sudah sangat tidak asing lagi yaitu
teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,
menurutnya penegakan hukum ialah sebuah kegiatan menyelaraskan nilai
yang akan di deskripsikan di dalam kaidah hukum yang baik untuk bisa

menilai serangkaian aktivitas perilaku, dengan tujuan yaitu agar bisa

34 3alim H.S dan Erlies Septiani, op.cit, hal. 308
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mendeskripsikan sebuah nilai untuk mewujudkan dan membuat
terpeliharanya sebuah kedamaian sosial.®®

Penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadaan sosial yang baik
dengan menerapkan gagasan kemamfaatan dan keadilan sosial ditengah
masyarakat, dengan tujuan supaya mendapat kepastian hukum. Pada
hakikatnya sebuah penegakan hukum yang nyata adalah dengan

diberlakukannya sebuah ositif dalam prakteknya yang harus ditaati

semua orang. Den gana 3 dalam sebuah permasalahan sama

&2
w N ﬂ {g-g Q w im ﬁ Ulai dari masyarakat
ﬁ:ﬂlrﬂg I é}}?{_‘,ﬂlﬂy{.‘fmcl‘i‘- suatu kedamaian

pok harus mempunyai
kesadaran hukum terhadap permasalahan yang akan terjadi yang akan
muncul, masyarakat harus memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi,

sedang sampai yang kurang.

3 Soekanto S, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (edisi 1), Jakarta;
Raja GrafindoPersada, 2016, hal. 35

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (cetakan 3), Jakarta; penerbit
universitas indonesia(Ul-Press), 2015, hal. 56
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2) Faktor Kebudayaan
Faktor ini sangat memiliki peran besar bagi masyarakat untuk mengatur
manusia agar supaya dapat memahami dan mengerti bagaimana untuk
bersikap terhadap orang lain. Maka faktor kebudayaan merupakan
sesuatu yang penting untuk menetapkan hal yang dilarang untuk
dilakukan.

3) Faktor Hukum

Praktik penyelengga 'qpangan terjadi akibat adanya

" o N
ketidaksein (16 ! an keadilan, hal
/ tt%‘gm Sy,

Ay -

\

N peraturan memiliki

" /
UNISSULA j ah secara maksimal,
A terzebit fﬂ"‘q..“iﬂl-u;‘-::ﬂ.fbgu

nci fungsi keberhasilan

penega

5) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
Faktor ini meliputi fasilitas pendidikan, salah satu yang menjadi contoh
adalah perangkat keras dalam hal ini yaitu saran fisik yang berfungsi

sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum.
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G. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis
dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.
Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu sistematis adalah
berdasarkan pada suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal —
hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

erjono Soekanto adalah®’, merupakan suatu

¥ _ .
w w* i gg U Lﬁ. / ektif mungkin.Untuk

mendapatkan hé 1'1'!‘51'-4-1!“.![’ !éai?!ﬁlkﬂwﬁm%@ ormasi yang akurat dan

i
L1
data-data yang ‘mendukung. S an—denganhal tersebut, metode yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang

mengkaji dan menganalisis hukum tidak hanya sebagai norma tertulis,

$7Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum ”, Jakarta: Ul Press, 1986, hal. 52
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tetapi juga sebagai fakta sosial yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat.3®

2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti jenis penelitian Yuridis Empiris,
yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang
berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap individu.

Penelitian empiris merupakanmetode penelitian yang menitikberatkan pada

/ \ an langsung, observasi, dan

-

pengumpulan da i

Jannve adala vienohasitkan pengetahuan yang dapat

\ ¥
...ﬁ" M E ‘:#-'“ 5 w s dh ng digunakan dalam

-
a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung

mengenai pokok permasalahan melalui penelitian di lapangan yang
terkait dengan “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Perikanan Di Wilayah Hukum Kepulauan Riau”. Teknik

38 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

39 Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, , Bandung:
2004, hal. 52
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pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Observasi yang merupakan suatu cara dalam memperoleh
data dengan teknik mengamati. Langkah yang akan ditempuh
penulis adalah dengan mengamati secara langsung penegakan
hukum terhadap tindak pidana perikana Teknik pengumpulan data
selanjutnya dengan metode wawancara yaitu proses tanya jawab

dalam penelitian yang|

o

berlangsung secara lisan dalam mana dua

ari dan menganalisa

kelompokkan

Betlll g0

\—d.—Urmrrg-Urﬁ Nomor-8 . 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Hak
Asasi Manusia.

g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
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h. PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan.

i. PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang
Laut.

j. Permen KP Nomor 58 Tahun 2020Tentang Usaha
Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia.

k. Permen KP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan

g ‘? of
% ¢ \ kepustakaan
. =

f
2liainl huktm S J der maupun bahan

han hukum baik

o

rmasi dari internet,
()

&3
‘;‘e‘.'f-LLﬁ‘-y 'E_L‘\‘%{Q:Uﬁl atam | »'f.:'u
hukum yang tersier dari
penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan
Kamus Hukum.
4. Metode Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data untuk

mencari informasi penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
yang pertama adalah studi kepustakaan. Merupakan teknik untuk
mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait
dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.*® Data sekunder
berupa bahan hukum primer (peraturan perundang- undangan),
bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, tesis,

disertasi) dan bahan_hukum tersier (kamus bahasa indonesia dan

)
UNISSULA

Stu. ereldal |€F‘{  “rmetode | penelitian yang melibatkan

};umpularrdm ormast-secara langsung dari lingkungan

alami atau lokasi tertentu yang relevan dengan topik yang diteliti.

Dalam konteks studi hukum, wawancara dengan pejabat dinas

kelautan perikanan provinsi kepulaua riau, dan pelaku usaha.

40 Sperjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984,
hal. 252
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5. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisisi
kualitatif, artinya data yang berhasil dikumpulkan dari penelitaian dipilih
berdasarkan mutu atau kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan
yang di bahas. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan
data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian.

H. Sistematika Isi Tesis

f
| n Masalah yang
f

erangka teori dan

u “Eﬁt‘ﬂi Uﬂ.ﬂ 1 maka penulis ingin
are M‘LL'EE '&j’ﬁ_ﬂﬂ,‘rﬂﬁajﬂﬁﬁmbﬁr. njauan tentang Hukum

Tindak Pidana Perikanan, Tinjauan Umum Pengakan Hukum, Tinjauan Umum
Tindak Pidana Perikanan Dalam Perspektif Islam;
BAB Il Merupakan analisis penelitian untuk menjawab permasalahan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum
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kepulauan riau dan kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum kepulauan
riau.

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan Bab Penutup, terdiri dari
Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas

dan saran yaitu rekomendasi penulis dari hasil penelian ini.

UNISSULA
aeellalf|gorlololuinale
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum
1. Pengertian Hukum
Hukum memiliki banyak aspek dan cakupan yang sangat luas karena

hukum mengatur seluruh bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya

\ \ “ N ibﬁ i.li.ﬂ Ik/dalam bentuk tertulis

yang dlké A rt-!"”u_,i f@f-ﬂ danc ‘*h‘“l‘-‘ Ujuan untuk memberikan

kepastian, caditan, dan Keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.*!
Jika dilihat dari perspektif positivisme hukum, hukum diartikan sebagai

sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti

negara, dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan dari perspektif

naturalis, hukum dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan

41 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 12
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dengan keadilan universal yang bersifat mendalam dan abadi, yang tidak
hanya bergantung pada peraturan yang tertulis.

Dalam pendekatan sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai suatu
fenomena sosial yang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat.
Hukum juga dapat dilihat dari pendekatan filsafat hukum yang
mempertanyakan tentang asal-usul hukum, tujuannya, dan hubungan antara

hukum dengan moralitas atau.etika. Karena itu, hukum dapat dianggap

s

sebagai suatu konsep-yan lan-fleksibel, yang memberikan ruang

/
H H E ﬂ:& u Lﬂ. I5udaya, dan individu

yang mengg ﬁfﬂ*lﬂ!!.yléiﬁﬁbﬂﬁl-uﬁﬁ@%@- In‘hukum bertujuan untuk
i
|1

memberikan-aturan yang jelas bagi-masyarakat, definisi hukum sering kali

dapat beragam dan dipengaruhi oleh bagaimana kata- kata dan istilah
tersebut digunakan dalam konteks tertentu.

Selain itu, banyak konsep hukum yang memiliki makna yang sangat luas
dan kompleks, seperti "keadilan™, "kebebasan”, atau "hak asasi manusia”,

yang sulit didefinisikan dengan satu kata atau frasa yang

42 1bid
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sederhana. Masing-masing konsep ini dapat dipahami secara berbeda
berdasarkan sudut pandang teori hukum, moralitas, politik, dan budaya yang
ada dalam masyarakat.

Sebagai contoh, meskipun hukum diatur dalam bentuk peraturan tertulis
seperti undang-undang, tafsiran terhadap peraturan tersebut tetap

bergantung pada bahasa yang digunakan dalam teks hukum, yang kadang

L
UNISSULA

|I|"".l“vy‘ ey L‘Jlmlgvilm ipalt

perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.
2. Hukum sebagai Sistem Norma. Hukum diartikan sebagai sistem
norma atau kaidah yang mengatur perilaku masyarakat. Norma-

norma ini tidak hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga

43 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009,
hal. 18
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mencakup norma sosial, kebiasaan, dan etika yang ada dalam
masyarakat.

3. Hukum sebagai Alat Pengatur dan Penyelesaian Konflik. Hukum
dapat dilihat sebagai alat untuk mengatur hubungan antar individu
dan kelompok dalam masyarakat, serta menyelesaikan sengketa atau
konflik yang terjadi. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk menjaga
ketertiban dan mencegan

egah.terjadinya anarki.
,/\\.

4. Hukum sebagai : ;ﬁHukum dapat dipahami sebagai

D perspektif ini, hukum

;‘;\m n serta memberikan
o1 "1"’ \V indakan yang

: dapat dipandang

. yang mempelajari
9 .

“ W I gg u ﬂ‘-ﬂh g/ mengatur kehidupan

MJ-L:;!? ! @k?{ﬂl'ﬁﬂ.uﬁsﬂgm mencakup teori-teori,

S-yang-bertujuan untuk memahami

dan mengembangkan sistem hukum.

Setiap definisi ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam
memandang hukum, baik sebagai norma, sistem, alat penyelesaian konflik,

instrumen keadilan, maupun sebagai cabang ilmu pengetahuan.
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Banyak para pakar mendefinisikan hukum dengan berbgai macam
pandangan terkait hukum antara lain:**

1. John Austin (Teori Perintah atau Command Theory): Hukum adalah

perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah dan harus

dipatuhi oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap perintah tersebut

akan dikenakan sanksi.

~u berdiri sendiri,

7 adalah sistem

tur perilaku) dan
untuk mengenali,

u N E ﬂ"& U “-ﬂ er). Hart menekankan

Qv u.il'j-'l | V:[if"{_ﬂk‘g:'“ﬂ;‘,jh‘r‘,{.\v rakat dan lembaga negara.

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan
antara manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh lembaga negara

yang berwenang dan mempunyai sanksi bagi pelanggarannya.

4 Ibid
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5. Salmond (Teori Hukum sebagai Kebiasaan): Hukum adalah aturan
yang diakui dan ditegakkan oleh negara sebagai bentuk pembatasan
terhadap kebebasan individu demi menjaga Kketertiban dan
kesejahteraan bersama. Hukum juga dapat dianggap sebagai hasil
dari kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat sebagai aturan
yang mengikat.

Immanuel Kant

L

| “ -
i, enLrt I@?tﬁ'ﬂﬂlﬂgtaif%@- J

hukum.

8. Soerjono Soekanto (Definisi Hukum Sosial): Hukum adalah suatu
kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang
ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti tertib sosial,
keadilan, dan kesejahteraan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk

mencapai ketertiban dalam masyarakat.
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Definisi-definisi ini memberikan gambaran tentang betapa luas dan
beragamnya pemahaman terhadap hukum, dengan berbagai pendekatan
yang mengarah pada aspek-aspek normatif, sosial, keadilan, dan pengaturan
kekuasaan. Meskipun terdapat berbagai rumusan definisi hukum yang
dikemukakan oleh para ahli, satu kesamaan yang dapat ditemukan adalah
bahwa hukum selalu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

Hukum hadir sebagai suatu_sistem yang mengatur tingkah laku manusia

dalam interaksi sosial; g Kete _tiban, keadilan, dan perlindungan

pandangan yang berbeda-beda, yang mencerminkan beragam pendekatan
terhadap fungsi dan peran hukum dalam masyarakat. Antara lain; 4’
a. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk

mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh

4 Salim, Pengembangan Teori dalam IImu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010,

hal. 46.

hal. 48

6 Ibid
47 Salim, Pengembangan Teori dalam IImu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010
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filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya Ethica Nicomachea dan
Rhetorika. la menyatakan bahwa hukum memiliki tugas yang mulia,
yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Menurut teori utilitarianisme yang diajarkan oleh Jeremy Bentham,
hukum bertujuan untuk mewujudkan hal-hal yang berfaedah semata-

mata. Pendapat ini lebih menekankan pada hal-hal yang memberikan

manfaat bagi banyak .orang dan bersifat umum, tanpa terlalu
ika an. Menurut Bentham, hakikat

ﬂ'
UNISSULA

,..«-1-"?..-![4!.”' iF’L&!E}‘J.{‘EoJLr g berakar dari pemikiran

melihat hukum sebagai
sesuatu yang otonom dan mandiri, yakni sekadar kumpulan aturan
yang berlaku. Bagi penganut aliran ini, hukum hanya berfungsi
untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, yang tercermin
dalam pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut pandangan teori

ini, meskipun penerapan hukum atau aturan yang ada terasa
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tidak adil atau tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas
masyarakat, hal tersebut bukanlah masalah, asalkan kepastian
hukum dapat tercapai.
3. Sistem Hukum
Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, kita harus terlebih

dahulu memahami konsep sistem itu sendiri. Secara umum, sistem dipahami

sebagai suatu kesatuan , ompleks, yang terdiri dari bagian- bagian

7

yang saling terhubung dai

o

(8isatu sama lain.
Smith dai It endefinisik sistem  sebagai  sekumpulan

bereaksi antar

U w w -'*ED?E U Var ﬂ erinteraksi dan bekerja
sama untuk ‘&ﬂ‘ilgff 'éﬂ?&‘”ﬁh@'me‘hp

Menuru\-lzvvrente-Mei edman, kompor en sistem hukum terdiri dari
tiga elemen utama: kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum.
Kultur hukum merujuk pada budaya hukum masyarakat, substansi hukum

adalah materi hukum yang tercantum dalam perundang-undangan,

48 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hal. 20
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sedangkan struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang melaksanakan
hukum tersebut.*°

Fuller, dalam teorinya mengenai sistem hukum, mengemukakan delapan
asas yang disebutnya principles of legality yang menjadi ukuran apakah kita
dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Delapan asas
tersebut adalah:*

1. Generalitas. Hukum harus berlaku secara umum dan tidak bersifat

L
UWISSULA

)

;"‘.‘.‘f..!ﬁ!!ﬂ ! @.ﬁ{:&l*@f.._qihﬂmﬂgj‘- us memungkinkan bagi

annya. Jika hukum mengatur

sesuatu yang mustahil untuk dipatuhi, maka hukum tersebut tidak
dapat dianggap sah.

5. Peraturan yang Stabil. Hukum harus bersifat stabil dan tidak

berubah-ubah secara drastis, sehingga individu bisa merencanakan

tindakannya dengan jelas berdasarkan hukum yang ada.

4% Lawrence Meir Freidmen, American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika,
Jakarta: Tata Nusa Jakarta, 201, hal. 43
%0 1bid, hal. 45
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6. Pembentukan yang Tidak Retrospektif. Hukum tidak boleh
diberlakukan surut (retrospektif), artinya seseorang tidak dapat
dihukum berdasarkan suatu peraturan yang baru yang berlaku
setelah tindakannya dilakukan.

7. Keputusan yang Tidak Arbitrer. Penegakan hukum harus
dilakukan secara konsisten dan tidak boleh bersifat sewenang-

harus didasarkan pada prinsip-prinsip

N ¥
B. Tinjauan w wﬂgsu'_n

e L3
Hingga k nﬁ?f-l-l-’ﬁg !in‘?’{ﬁvm@ ,nj.:l’%hr"ﬁ.. a secara universal. Ini

disebabkan olehk KSItas 08 peragaman-aspek yang diatur oleh hukum

dalam berbagai konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Berbagai aliran

pemikiran memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian hukum:5?
1. Pandangan Normatif. Hukum dipandang sebagai sekumpulan aturan

yang mengatur perilaku manusia dan diberlakukan oleh otoritas yang

51 Ranidar Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan
Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia, 2003, hal. 6
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sah. Hans Kelsen, seorang ahli hukum, mendefinisikan hukum sebagai
"aturan yang dipaksakan oleh negara..

2. Pandangan Sosiologis. Hukum dianggap sebagai cerminan masyarakat.
Emile Durkheim dan Max Weber melihat hukum sebagai manifestasi
dari norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat.

3. Pandangan Realis. Para ahli hukum realis, seperti Oliver Wendell

Holmes, menekankan :;.' um adalah apa yang diputuskan oleh

‘u am praktik sehari-hari..

Notoham L\ Ej w ﬂ g:g U Lﬂ uhan peraturan, baik
H

yang tertulis r w"Jrl-w? 'F" S LL-L-u-Lmrp't ersifat memaksa. Hukum

mengatur perila y ara(dan antar negara) dengan
tujuan mencapai keadilan, menciptakan tata damai, serta memanusiakan
manusia dalam masyarakat.5? Menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan

yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang

memenuhi syarat-syarat tertentu.>2

121

%2 0. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, 2011, hal.

53 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,

2005, hal 2
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W.L.G. Lemaire mendefinisikan hukum pidana sebagai kumpulan norma
yang berisi perintah dan larangan yang dihubungkan dengan sanksi berupa
hukuman oleh pembuat undang-undang. Hukuman tersebut merupakan bentuk
penderitaan yang khusus. Oleh karena itu, hukum pidana dapat dipandang
sebagai sistem norma yang menetapkan tindakan-tindakan tertentu baik

melakukan sesuatu atau tidak melakukannya yang pelanggarannya dapat

dikenai hukuman, serta menentukag.dalam kondisi apa hukuman tersebut dapat

gl Al /
W UNISSULA
i kUi prencakip-stfar yand memsh

yang salah atau memaksa individu yang tidak memiliki posisi atau kemampuan
yang sesuai. Agar aturan yang berlaku dalam masyarakat benar- benar ditaati
dan dipatuhi sebagai norma hukum, aturan tersebut harus dilengkapi dengan
unsur pemaksaan. Oleh karena itu, hukum memiliki sifat

mengatur dan memaksa setiap individu untuk menaati ketertiban dalam

% P.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984,
hal. 1-2
5 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan hukum pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 3
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masyarakat, serta memberikan sanksi tegas berupa hukuman bagi mereka yang
melanggar aturan tersebut.>®

Keberadaan aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat
untuk mematuhi hukum akan menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam
kehidupan mereka. Para ahli hukum pidana menyatakan bahwa tujuan utama
hukum pidana adalah, pertama, untuk mencegah orang melakukan tindak
kejahatan melalui efek jera (preventif), dan kedua, untuk mendidik atau

P
.".-.
1
()

enderung melakukan kejahatan agar

¥
UINESSULEA

Hﬁf-lbﬂ!g”@‘sgﬁlmﬁﬁmﬂe- nksi. Tujuan ini bersifat

sanksi pidana, termasuk jenis dan bentuk sanksi pidana. Tujuan ini juga
berfungsi sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana.

Biasanya, tujuan ini tidak tertulis secara eksplisit dalam pasal

%6 Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai
Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal 25-26

57 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika
Aditama, 2003, hal. 20

%8 Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai
Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal. 25-26
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hukum pidana, tetapi dapat ditemukan dalam keseluruhan ketentuan
hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana: Tujuan ini bersifat pragmatik,
dengan ukuran yang jelas dan konkret, serta relevan dengan masalah
yang timbul akibat pelanggaran hukum pidana dan perilaku pelanggar.

Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama dan fokus pada

penerapan sanksi p  terhadap orang yang melanggar hukum.
Berikut ini disebutkar ;Sndapat yang dikemukakan oleh

f
t serta menjaga

., &
S, UNISSULA

":Tw'ﬁu'-'ﬂ.g !@E‘f'!ﬁu{.’l..é:!ﬂ‘bp. gi kepentingan hukum

dari tin:i'akarryang-bmpot'éhs' chtsguterschutz) dengan

memberikan sanksi pidana yang lebih tegas dibandingkan sanksi dalam

cabang hukum lainnya. Sanksi pidana sering dianggap tragis, sehingga
hukum pidana dijuluki sebagai "mengiris dagingnya sendiri" atau

"pedang bermata dua.” Ini mengandung arti bahwa meskipun hukum

%9 Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto,1990, hal 9.
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pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, harta
benda, kemerdekaan, dan kehormatan, pelanggaran terhadap larangan
atau perintah dalam hukum pidana justru dapat menimbulkan
penderitaan atau kerugian bagi pelanggar itu sendiri. Dengan demikian,
hukum pidana menyediakan aturan untuk menangani tindakan kriminal.

Sebagai alat kontrol sosial, fungsi hukum pidana bersifat subsidair, yaitu

p
saja yang dilarang @

, at. di can kepada pela L-\ ).itu, hukum pidana
\

L
URISSULA

L - 5
| 1!"@"""'fl-‘\?'-!,gI 'éjﬁ"@ﬂﬂiuﬁ-‘mﬂ@r- 4 mengatur kejahatan dan

mengancam perbuatan-
perbuatan tersebut dengan sanksi berupa penderitaan. Dengan demikian, hukum

pidana tidak menciptakan normanya sendiri, melainkan berfungsi
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untuk memperkuat dan memastikan pelaksanaan norma-norma lain, seperti
norma agama dan kesusilaan, melalui penerapan sanksi pidana. °
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Pembuat undang-undang di Indonesia telah menggunakan istilah "tindak
pidana" sebagai pengganti dari istilah “strafbaar feit" tanpa memberikan

penjelasan lebih lanjut mengepai makna sebenarnya dari istilah tersebut.

.".-.

¥ _ N
UWEQQULH& ebih memilih istilah

e e ﬂ@fﬁ#j’f”ﬁgﬁ'{ﬁmht- ak pidana" untuk merujuk
g-digunakan para ahli yaitu :
1. Ahli Vos menggunakan istilah strafbaarfeit yaitu : suatu kelakuan

manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi

80 https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses 19 April 2025, 20.10 WIB.
61 Satochid, Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Balai Lektur
mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 74
62 Sudarto, Hukum Pidana, Purwokerto:Fakultas Hukum  Universitas jenderal
SoedirmanPurwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990, hal. 23.
63 Alwan Hadiyanto dan Yamirah Mandasari, Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori
Dalam Hukum Pidana, Medan: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, Hal. 94
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suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman
pidana.
2. Ahli Pompe memberikan pengertian yang berbeda tentang
strafbaarfeit yaitu: Definisi menurut teori.
Dalam membahas hukum pidana, kita akan menemui berbagai tindak
pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat

dibedakan berdasarkan bebe. 3 kriteria. Menurut sistem KUHP, terdapat

pembedaan antara ke' an m dalam Buku 11 dan pelanggaran

yang terc U B =f-a ini didasarkan pada fakta

4";\ an kejahatan.
-' , pelanggaran

L
UNISSULA

i Kutie :!.ff |f$1PU|.A,. itk perbuatan-perbuatan yang

a. Dengan demikian, jika

seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri

yang dikategorikan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka tindak
pidana tersebut tidak perlu dituntut menurut hukum pidana Indonesia

1. Percobaan dan membantu delik pelanggaran tidak dipidana.

6 KUHP
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2. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur
tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Menurut cara perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak
pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga inti larangan adalah
melakukan suatu perbuatan tertentu, tanpa memerlukan timbulnya akibat

tertentu dari perbuatan tersebu

__.-'
¥

ai syarat penyelesaian tindak pidana.
Dengan kata lain, tin dakp

ibhanya menilai perbuatannya sendiri,

u N ﬂ g's “ i A mil menekankan pada

i - 5
\it m!f!r'@?‘@:ﬁ%‘@ﬁfﬁmﬁm@'!@ nateril menekankan pada

ebut. Berdasarkan bentuk

kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Tindak pidana sengaja (dolus). Tindak pidana ini dilakukan dengan
kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Pelaku tindak
pidana sengaja bertindak dengan tujuan atau niat tertentu.

2. Tindak pidana tidak sengaja (culpa). Tindak pidana ini dilakukan

tanpa kesengajaan, di mana unsur kesalahan dalam tindak pidana
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tidak terletak pada niat, melainkan pada kelalaian atau kurangnya
kehati-hatian.

Berdasarkan jenis perbuatannya, dapat dibedakan antara:

1. Tindak pidana aktif/positif. Juga dikenal sebagai tindak pidana
komisi, yaitu tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif dari
pelaku, seperti gerakan fisik atau tindakan yang dilakukan secara

langsung.

v .
ﬁwnggu'_ﬂ ndak pidana ini pada

¢ :"::t‘:'-u.-q?.y '@?’ﬁn’iﬂluﬁ.‘mﬂ@a ./ tetapi dapat dilakukan

akni dengan mengabaikan

kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan berbagai kriteria, tindak pidana dapat dikategorikan
beberapa kategori yaitu:
1. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya:

a. Tindak pidana seketika. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu

singkat dan selesai dalam satu kejadian.

50



b. Tindak pidana berlangsung lama. Tindak pidana yang terjadi dalam
jangka waktu yang panjang atau berlangsung terus-menerus.
2. Berdasarkan sumbernya:
a. Tindak pidana umum. Tindak pidana yang tercantum dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Buku Il dan

Buku 111, sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.

b. Tindak pidana pidana yang diatur di luar KUHP,
am f\ g Kbusus yang menangani kejahatan

1L

&P
UNISSULA

4. Berde;él n':fU-wti?'@x&n‘h:-l.'@!..._@mihi/f :
a. Tingak—pidam—biasa. ndak pidana-yang dapat dituntut tanpa
memerlukan pengaduan dari pihak yang berhak.
b. Tindak pidana aduan. Tindak pidana yang penuntutannya hanya
dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari pihak yang berhak,
seperti korban atau wakilnya dalam perkara perdata.

5. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam:

ol



a. Tindak pidana bentuk pokok. Tindak pidana yang dirumuskan
dalam bentuk dasar atau pokok.

b. Tindak pidana yang diperberat: Tindak pidana yang telah
diperberat dengan ancaman pidana tambahan.

c. Tindak pidana yang diperingan: Tindak pidana dengan ancaman

pidana yang lebih ringan.

¥ _ .
u w i E g u gl ﬁ K' sebagai unsur tindak

e L3
ﬂ:ﬂ.l.-ez.y l@ﬂ-b 12 Berdasarkan rumusan yang ada dalam

pandang-tnt-mengacu pada bagaimana
tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal undang- undang. Ini mencakup
ketentuan hukum yang mengatur dan menetapkan unsur-unsur tindak pidana

secara konkret dalam teks undang-undang.®

85 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 2, Rajawali Pers, Jakarta: 2002, Hal.
78
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a. Unsur rumusan tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari
Perbuatan Tindakan yang dilarang oleh hukum. Ancaman pidana
Sanksi bagi yang melanggar peraturan hukum tersebut. Sementara
itu, batasan-batasan yang diajukan oleh Jonkers merinci unsur-

unsur tindak pidana, Perbuatan melawan hukum Tindakan yang

bertentangan den a hukum. Kesalahan Yang dilakukan oleh

&2
ﬁ“iﬁﬁ“i—ﬂ Iskan oleh Undang —

‘;T;ﬁ?fﬂ!aeg1égi} 'J_,,f‘_,,.;*ui‘:L nya diancam dengan

Sedangkan K. Wantjik Saleh menyimpulkan suatau perbuatan
akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :%’

1) Melawan hukum.

8 E.Y Kanter dan SR. Sianturi, Asas- Asas Hukum Pidana  di Indonesia dan
Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1992, Hal. 211

57 http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/ dikases Pada Selasa 02 Januari 2024, Pukul
23.40 wib
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2) Merugikan Masyarakat.
3) Dilarang oleh aturan pidana.
4) Pelakunya diancam dengan aturan pidana.
Sedangkan Simsons Merumuskan unsur-unsur tindak pidana
adalah sebagai berikut : 8
1) Handeling, Perbuatan Manusia.

2) Perbuatan Manusia itu Melawan Hukum.

e

L
UNISSULA
5 ‘;’ﬁu"-?-g"éiﬁ'bl@" E

pelanggaran. Secara umum, rumusan tindak pidana dalam KUHP
sering mencantumkan unsur-unsur berikut:
1) Tingkah laku atau perbuatan. Unsur dasar yang selalu ada

dalam rumusan tindak pidana.

8 Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, Inti Sari Hukum Pidana, Galia Indonesia, jakarta
:1983, Hal. 26-27
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2) Unsur kesalahan. Kesadaran atau niat pelaku dalam
melakukan tindak pidana, meskipun tidak selalu
dicantumkan.

3) Unsur melawan hukum. Sering disebutkan, tetapi ada
pengecualian, seperti dalam Pasal 335 KUHP, di mana unsur
ini tidak selalu diuraikan secara eksplisit.

Unsur tanggung:jawab. Kadang-kadang tidak dicantumkan

&3
\’ ?‘!::f!.rl.ag‘m @#{‘Lbﬂ&hu‘&:ﬂ:«by

a dituntut pidana
‘‘‘‘ dapat memperberat pidana.
8) Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana.
D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan

secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna. Dalam proses

89 Undang-Undang Kuhpidana Nomor 1 Tahun 1946
0 http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/ dikases Pada 10 Juni 2024, Pukul 23.50 wib
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ini, terdapat berbagai sarana yang dapat digunakan sebagai reaksi terhadap
pelaku kejahatan. Sarana-sarana tersebut meliputi sarana pidana maupun
non-pidana, yang keduanya dapat diintegrasikan satu sama lain guna
mencapai tujuan penanggulangan kejahatan secara efektif.”

Apabila sarana pidana dipilih untuk digunakan dalam menanggulangi
kejahatan, maka hal tersebut berarti melibatkan pelaksanaan politik hukum

pidana. Politik hukum pidana.ini

L

list T’.'“-"-'f-"‘lﬂ'-".y Iéﬁﬂf’!ﬂﬂﬁlﬁﬁ{np‘k&. ,

Penegakan hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas, yaitu
prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat
dipidana apabila belum diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu,

apabila seseorang melanggar suatu larangan yang telah ditetapkan

71 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002,
hal. 109

2 |bid, hal. 110

73 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 15

56



dalam undang-undang, maka ia dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Ancaman pidana tersebut secara khusus
ditujukan kepada individu yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan
pidana, yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tindakan
pelanggaran dan penerapan sanksi berdasarkan hukum.’

Adapun penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir
hukum

Muhamad, merupakan suaty. upaya untuk melaksanakan

nenjadi kata kunci dalam
menentukan berhasil atau tidaknya misi penegakan hukum (law
enforcement). Semakin efektif hukum diterapkan terhadap pelanggaran
yang terjadi, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penegakan

hukum itu sendiri.

74 1bid, hal. 16

7> Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik “Kaum Tikus”; Refleksi
Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, 205, hal. 15-16.

76 Ibid
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Penegakan hukum dapat diwujudkan melalui tindakan penindakan
hukum. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penindakan hukum merupakan
salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan penegakan hukum yang
bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Lebih
lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa proses penindakan
hukum dilakukan secara berurutan, dimulai dari tahapan awal hingga pada

penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum. Urutan tahapan

sistematis yang harus dilalui dalam

W W h E“'g u W ﬂ nt) sangat bergantung

) b I ; L] L]

pada perd fﬁf"iﬂ!-!g !@?’gillﬁlﬁaﬁfr!}:} jenegak hukum dalam
L1

mengimplementasikan sistem  hukum-yang berfaku. Jika sistem hukum ini

gagal dijalankan secara efektif dan konsisten, maka hukum akan kehilangan
makna dan kekuatan simboliknya dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi
tersebut, hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral atau

berwibawa oleh masyarakat.”

7 Ibid, hal. 17
78 Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Op.Cit., hal. 17
5 1bid
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2. Komponen Penegakan Hukum
Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa instrumen penting yang
harus dipenuhi agar proses tersebut berjalan secara efektif. Instrumen
tersebut mencakup tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal
structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal
culture).8°

Struktur hukum merujuk. pada lembaga-lembaga atau aparat penegak

hukum  seperti 0ol ksaan, pengadilan, dan lembaga

is-dalam menjalankan fungsi

L
UWSQ&ULA

ik, dal fj;ﬁ ﬂhi.,kl...;.mr*lﬂ. um pidana, komponen-
S cakup struktur hukum,
substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum dalam hukum pidana
mencakup aparat penegak hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, Advokat, serta aparat pelaksana putusan pidana. Mereka
memiliki peran krusial dalam menindak, mengadili, dan mengeksekusi

sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana.

8 |awrence M. Friedman, Law and Society an Introduction, New Jersey. Prentice Hall Inc,
1997, hal. 14
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Substansi hukum pidana merujuk pada ketentuan hukum pidana tertulis
yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan, dan norma- norma
hukum yang menjadi dasar dalam menentukan suatu perbuatan sebagai
tindak pidana serta bentuk sanksinya.8!

Sementara itu, budaya hukum pidana merupakan nilai-nilai, keyakinan,
dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat, yang telah diakui dan

dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum ini

mencerminkan tingka

hukum . meno -enegakan hukum pidana

N

u N Q 5:".% u L l'h -'E:iapat dipisahkan dari

upaya neg" :;Eff-uﬁ‘:'.y : i’ﬁ?’!ﬂligl.\g"éjﬁ_‘; hyz
Penegalzarrl-rukum-yang'effé satu faktor utama dalam
mewujudkan dan memelihara wibawa negara serta pemerintah. Ketika
hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan berwibawa, maka hal itu
secara langsung akan memperkuat legitimasi pemerintah dan menjamin

tegaknya kedaulatan negara di mata rakyat maupun komunitas internasional.

& Ibid
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Pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam masyarakat harus
dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek penting, sebagaimana
halnya penegakan hukum secara umum. Pertama, penegakan hukum harus
memberikan manfaat dan kegunaan nyata bagi masyarakat. Artinya, setiap
tindakan hukum yang diambil seharusnya berdampak positif terhadap
ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial.®2

Kedua, penegakan hukum_ harus diarahkan untuk mencapai keadilan.

Dalam hal ini, . Jidana tidak hanya berdasarkan pada

“- N n ‘.ﬂ g U M h dan mempertahankan

kedamaian dalea peigadlect Hidup bermasyaral

um, termasuk penegakan
hukum pidana, dapat mencakup berbagai kegiatan, salah satunya adalah

tindakan pencegahan (preventif). Pencegahan merupakan segala usaha atau

82 Ridhuan Syahrani, Rangkaian Intisari IImu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1999, hal 192

8 bid

8 Loc, cit
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tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
Usaha ini dapat meliputi berbagai bentuk tindakan, antara lain:®
a. Tindakan Pencegahan (preventif)
Tindakan preventif merupakan segala usaha atau langkah yang
diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Usaha ini

bertujuan untuk mengurangi potensi atau peluang bagi terjadinya

tindak pidana, dan dap berbagai bentuk, antara lain:

1) Penyu n informasi dan pemahaman
epadal masyarakat te ] a=hukum yang berlaku, serta

&3
UNIiSSULA
Mﬂ!eﬁ&’léaé}tﬂ.'gl._:;r‘.ﬁ.eLg. yediakan fasilitas atau
\h#mvktm—yang apat-meminimatisir terjadinya pelanggaran
hukum, seperti penerangan jalan yang baik untuk mengurangi
tindak kriminalitas di malam hari.
4) Penerapan Kebijakan yang Meningkatkan Kesadaran Hukum,

Pemerintah dapat membuat kebijakan yang menekankan

& 1bid, hal. 193
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pentingnya kepatuhan hukum di berbagai sektor kehidupan,
seperti pendidikan, pekerjaan, dan sosial.
b. Tindakan Represif (repression)
Tindakan represif adalah segala usaha atau langkah yang harus
dilakukan oleh aparat negara sesuai dengan ketentuan hukum acara
yang berlaku, apabila suatu pelanggaran hukum telah terjadi.

untuk memberikan efek jera kepada pelaku

U M ﬁ &n"s u &ﬂ k dilakukan proses

\ mfll.q;,ff | @ﬁ’!ﬂ!.'glm}‘{m}ﬂ;:_k  mpertanggungjawabkan
3) Peradilan Pidana. Proses di mana pengadilan mengadili dan
memutuskan kasus berdasarkan bukti dan fakta yang
diajukan selama persidangan, serta memberikan keputusan

hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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4) Pelaksanaan Pidana. Setelah putusan pengadilan, tindakan
represif juga mencakup pelaksanaan sanksi pidana yang
dijatuhkan, seperti hukuman penjara, denda, atau tindakan
lainnya yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang
dilakukan.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan

1. Tindak Pidana Perikana enurut Ketentuan Undang-Undang

f
tentuan peraturan

ang-undang sebagai
| 1“ a s [a
UNISSULA
i #’u’"ﬂf !@E"‘ﬁﬂﬂhﬁ@ﬂl@ )gis, kejahatan dipahami
L1
sebagai perbuatan manusia yang secara nyata be

entangan dengan norma-
norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan
demikian, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perilaku manusia
yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan
sanksi pidana. Secara umum, tindak pidana mencerminkan larangan

terhadap perilaku tertentu yang dianggap merugikan, mengganggu

8 Tri Andrisman, Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif. Bagian Hukum Pidana
Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2010. hal. 70
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ketertiban, atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan moral yang
berlaku.®

Perikanan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Namun, dalam
praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang menyalahgunakan aktivitas
perikanan demi memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan

ngan, khususnya ekosistem laut. Salah satu

' .
UNISSULA ng lebih tegas dan

L]

encakup penangkapan ikan
dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, praktik pengeboman

ikan, hingga kegiatan bisnis perikanan ilegal. Tindak-tindak

hal. 22

87 1hid
8 Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002,

8 1bid
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tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerusakan
serius terhadap sumber daya kelautan dan ekosistem perairan.®

Di Indonesia, ruang lingkup kegiatan perikanan diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut

menjelaskan bahwa kegiatan perikanan mencakup seluruh tahapan, mulai

dalam suatu sistem usa 2 Qleh karena itu, setiap tahapan tersebut
:'e,. hukum apabila tidak

¥ _ .
W W E sg u Lﬂ asi tersebut, sejumlah

pasal seca @ Muﬁﬁa!.{”i’@kﬁkﬂm;ﬁﬂﬁhi dUm mengenai perbuatan

yang dikatekbm‘i'ka’n'sebagai tindak pidana perikanan (delik perikanan).%2
Undang-undang tersebut mengklasifikasikan tindak pidana perikanan ke

dalam dua kategori utama, yaitu kategori pelanggaran dan Kkategori

kejahatan. Kategori pelanggaran umumnya mencakup perbuatan yang

9 Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan Indonesia, Sinar Grafika Offset, 2011, hal. 68
°1 |bid, hal. 69

92 http://id.m.wikipedia.org/wiki/perikanan diakses tanggal 30 April 2025, pukul 12.00 wib
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melawan aturan administratif atau prosedural dalam aktivitas perikanan,
sedangkan kategori kejahatan mencakup tindakan yang lebih serius dan
merusak, seperti penangkapan ikan dengan alat yang merusak lingkungan,
perikanan ilegal, atau pelanggaran zona perairan. Pemisahan ini penting

untuk menentukan tingkat sanksi dan proses hukum yang berlaku terhadap

pelaku.®

apall’ pe 1 ndonesia, melakukan
kimia, bahan biologis,
bahan peledak, alat, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau

membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau

% http://id.m.wikipedia.org/wiki/perikanan diakses tanggal 30 April 2025, pukul 12.00 wib
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lingkungannya, maka diancam pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10
tahun penjara dan denda 1,2 miliar rupiah.®

Di dalam Pasal 84 Ayat (1) disebutkan bahwa subjek hukum seperti
pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab
perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat dikenakan pidana
penjara maksimal 10 tahun,f engan denda yang lebih tinggi yaitu dua miliar

rupiah.

f
dengan sengaja

imia di wilayah

/
|

1, pidana yang sama

W ¥d G ﬁ:ﬂ 7 penjara maksirpal 10 tahun dan denda
artHarf Eeblelainala

engan sengaja memiliki,
menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan atau
alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Ancaman pidananya berupa

denda maksimal dua miliar rupiah.

% Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan
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Pasal 86 memiliki beberapa ayat, di antaranya:®
1) mengatur tentang pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya
ikan dan/atau lingkungannya, dengan ancaman pidana maksimal
10 tahun penjara dan denda maksimal dua miliar rupiah.
2) mengatur pembudidayaan ikan yang membahayakan sumber
daya ikan, lingkungan, atau kesehatan manusia, dengan ancaman

pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar

ahaya dalam

rupiah. Pas z 1eMAS mengeluarkan,
mengedarkan, elifara tkan-ya rugikan masyarakat atau
lingkungan perikanan tanpa izin, dengan pidana penjara maksimal 6 tahun

dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah.

% Ibid
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Pasal 89 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap standar pengolahan,
jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dikenai pidana penjara
maksimal 1 tahun dan denda maksimal 800 juta rupiah.

Pasal 90 mengatur tentang pemasukan atau pengeluaran ikan tanpa
sertifikat kesehatan untuk konsumsi, dengan pidana maksimal 1 tahun
penjara dan denda maksimal 800 juta rupiah. Pasal 91 menyebutkan

penggunaan bahan atau aI rbahaya dalam pengolahan ikan dikenai
an denda maksimal 1,5 miliar

Ej M E 3"."_-1‘; u i ﬁ lana penjara maksimal
et el F1aKeImia 2 T e

Kapal berbendera asing, dengan ancaman
pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 20 miliar
rupiah.

Pasal 94 mengatur pengoperasian kapal pengangkut ikan tanpa SIKPI,
dengan pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar

rupiah. Pasal 96 menyebutkan bahwa kapal perikanan yang tidak

% Ibid
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didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia dikenai pidana penjara

maksimal 1 tahun dan denda maksimal 800 juta rupiah. Pasal 97 memiliki

tiga ayat yang mengatur pelanggaran oleh nakhoda kapal berbendera asing:

1) mengatur ketidaktertiban menyimpan alat penangkapan ikan di
dalam palka, dengan denda maksimal 500 juta rupiah.

2) mengatur pelanggaran izin alat penangkapan, dengan denda

maksimal 1 miliar rupiah

W ﬂ l g‘g “ o & -'fmelanggar ketentuan

ANa ‘f:lff—!*l-#!.y 'CLT?L;'-*.E- 7-Avat (2)/ akan dikenakan pidana

.000. duaratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya, Pasal 101 menyatakan bahwa apabila tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87,
Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal
95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan pidana dan sanksi

dijatuhkan kepada pengurus korporasi tersebut. Selain itu, pidana
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denda yang dijatuhkan akan ditambah sepertiga dari jumlah pidana yang

ditentukan.

. Tindak Pidana Perikanan Menurut Ketentuan Hukum Internasional

Pada tanggal 24 November 1993, FAO (Food and Agriculture
Organization) memprakarsai terbentuknya Agreement to Promote
Compliance with International Conservation and Management Measures by

Fishing Vessels on the High Seas, yang lebih dikenal sebagai 1993 FAO

Compliance Agreem entuan dalam perjanjian tersebut

ding), namun prinsip-

. o
il Uissuia g
§ o [
prinsipnya |} f‘?‘fuﬁ“y !@ﬂbﬂahq‘am@.. :
i
|1
negara-negara anggota FAO sebagai pedoman datam pengelolaan perikanan

yang bertanggung jawab.

hukum nasional oleh

Sebagai bentuk implementasi dari Code of Conduct for Responsible
Fisheries (CCRF), FAO telah mengeluarkan sejumlah panduan mengenai
konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan. Salah satu yang penting
adalah International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal,

Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU), yang disetujui pada
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sidang Committee on Fisheries (COFI) ke-24 tanggal 2 Maret 2001 dan
disahkan pada sidang Dewan FAO ke-120 tanggal 23 Juni 2001.

Definisi dan batasan mengenai perikanan IUU secara internasional
merujuk pada IPOA-IUU, yang merupakan bagian dari implementasi
CCRF. Meskipun demikian, setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki
definisi dan batasan hukum sendiri dalam menangani praktik perikanan IlUU

di wilayah yurisdiksinya. Kategori Perikanan IUU dalam IPOA-1UU:

//\\ an llegal) Menurut Butir 3.1 IPOA-

dra anggota organisasi

)

e L3
) ﬂ;’t';.!lﬂa!’.:f'f !@r‘r agan ketenitian Konservasi dan pengelolaan
\—org-arrisasi-rersébut,

b) Bertentangan dengan hukum internasional, misalnya

UNCLOS 1982.
3) Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban
internasional, termasuk ketentuan dalam organisasi pengelolaan

perikanan regional.
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b. Unreported Fishing (Penangkapan lkan yang Tidak Dilaporkan)

Menurut Butir 3.2 IPOA-1UU, mencakup:

1) Kegiatan yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada
otoritas nasional;
2) Kegiatan yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada

organisasi lelola regional, dalam area

@
Wi 9 SULA
n".!f'.-gy |@1¥§;Qs'?.'£?,.;§m.§";§r. anggung jawab negara

W' sumber—daya an berdasarkan hukum

internasional, jika tidak terdapat ketentuan eksplisit dari
organisasi terkait.
Dalam berbagai literatur, praktik 1UU fishing juga dikenal dengan istilah

Pirate Fishing, yang menggambarkan tindakan pembajakan
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terhadap sumber daya ikan. Dua pakar perikanan, Kuperan dan Sutinen
(1998), memperkenalkan istilah Blue Water Crime untuk menunjukkan
bahwa praktik ITUU merupakan kejahatan laut. Istilah ini menekankan
bahwa perikanan IUU merupakan tindak kriminal serius. Meski demikian,
pelaku yang tertangkap di lapangan biasanya hanya blue collar (buruh
nelayan), sementara pelaku intelektual utama atau dalang dari kejahatan ini

justru adalah white collar (manajer, direksi, komisaris perusahaan) yang

-

?L:!u.plj Hé;;#-‘;"t:ﬁvél-m- iatan yang dilarang oleh suatu
engan—ancaman (sanksi) berupa pidana

tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.®® Tindak pidana
dalam hukum pidana islam sering disebut dengan jinayah atau jarimah.
Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Hukum

pidana atau figih jinayah. Jinayah merupakan suatu

7 Victor P.H.Nikijuluw, Blue Water Crime. Jakarta: Cidesindo, 2008, hal. 18
% M. Nurul Irfan,Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, 2014, hal. 23.
% Muljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 54.
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tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi
jiwa, harta, Kketurunan, dan akal (intelegensi). Sebagian fugaha
menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa
atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan

dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah figih jinayah sama dengan

hukum pidana.t?°

H N l g“.g U Ll'i -'fmenunjukkan segala
sesuatu yq add sang H#u/"“Lﬂrgu-yGﬁﬂLgé hatan manuisa dan tidan

ditujukan slléfcam—tmemu.—Sed‘aﬁ an—jariman—tdentik dengan pengertian

hukum positif yang berarti tindak pidana seperti jarimah pencurian.'%*

100 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka,
2004, hal. 2

101 Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984, hal. 2

102 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), CV Pustaka Setia, Bandung,
2000, hal. 14
108 Marsum, Jinayat, Lo.Cit.

104 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam
Wacana dan Agenda, Gema Insani, Jakarta, 2003, him13
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Jika dilihat dari aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau
tidak dalam Al-Quran atau Hadist, jarimah atau tidak pidana dalam islam,
dibagi kedalam 3 macam, diantaranya adalah :

a. Jarimah Hudud

Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah

adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah.1%

Jarimah hudud an melanggar hukum yang jenis dan

'Wﬂggwlﬂ / alam jarimah ini hanya

atds. - ~ﬂgy'@i@t"uﬂl«ﬁm‘@- g/ditentukan dan tidak
berijtiha i man-dan-juga segala macam pembuktian,
hakim tinggal melaksanakan apa yang ditentukan oleh syara.

Beratnya hukuman dalam jarimah ini, maka penetapan asas legalitas

bagi pelaku jarimah ini harus hati-hati, ketat dalam penerapannya.%’

105 Ahsin Sakho Muhammad , Ensiklopedi Hukum Pidana Islam , PT Kharisma llmu,Bogor,
2008, him, 149
106 Hakim Muda Harahap, Ayat-Ayat Korupsi, Gama Media, Yogyakarta, 2009, him 133
107 Rahmad Hakim , Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000, him 26
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Terdapat 7 kategori jarimah hudud, yaitu: jarimah zina, jarimah
gadzaf,, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah,
jarimah riddah, jarimal al bagyu (pemberontakan). Dalam jarimah
zina, syurul khamr, hirabah, riddah dan pemberontakan, yang
dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah.
pencurian dan gadzaf (menuduh berzina) yang disinggung

disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan

!
y /-\\
Q! 1C

&g
UNISSULA
i i), eribuninar Karens ke

sengaja (al jurhul khata’).
c. Jarimah ta’zir

Jarimah ta’zir menurut arti kata adalah at-ta 'dib artinya memberi

108 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar
Grafika, Jakarta, 2004 him 18
109 Hakim Muda Harahap, Op.Cit, him 133
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pengajaran. Jarimah ta zir adalah pelanggaran atau kejahatan yang
diberi sanksi hukuman za zir, yaitu hukuman selain had dan gisas
diyat. Penerapan hukuman ta ’zir baik ditentukan oleh nas atau tidak,
baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak manusia,
hukuman sepenuhnya diserahkan kepada penguasa termasuk batasan
ukuran atau kadar tinggi rendahnya hukuman juga diserahkan
kepada penguasa.t*®Qleh. karena itu, syar’I mendelegasikan kepada

7N

hakim untuk menge

hal Jlukuman kepada pelaku jarimah.

ngsi preventif

ampu membwa perbaikan
sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Kemudian fungsi
edukatif adalah bahwa sanksi ta zir mampu menumbuhkan hasrat
terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan

menjauhi perbuatan maksiat bukan

110 | bid, him 134

111 bid
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karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang
terhadap kejahatan lagi. Jarimah fa zir terbagi menjadi tiga bagian
:112
1) Jariamah hudud atau gisas diyat yang subhat atau tidak
memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.

Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian,

u “ H 5@ u a2 h aran terhadap peraturan

" lingkunda T‘Ei‘gl"fl.-, fintas ‘dan’ pelanggaran terhadap
L_ h" *a

ainnya seperti membagi-
bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul, manipulasi
peraturan, pembelian barang persediaan, memberi ampunan
dan grasi yang tidak pada tempatnya, meenggunakan uang

yang tidak tepat dan tidak menjalankan tugasnya.

112 Djazuli, Figh Jinayah , Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1996, hal.11
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d. Jarimah Mukhalafah
Dr. Abdurrahman al-Maliki memisahkan kasus mukhalafah dari
ta’zir. Menurut beliau mukhalafah berbeda dengan jarimah ta’zir.
Mukhalafah adalah tidak menaati ketetapan yang dikeluarkan oleh
pemerintah, baik yang berwujud larangan maupun perintah.13

Berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh Dr. Abdurraman al-

/
S D wzn-g 1Ke € ; f, mengolah, dan/atau
UNISSULA
sl Betikeaneste o1

perairan Indonesia wajib
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
Apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa mematuhi peraturan yang ada,

maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk

113 Hakim Muda Harahap, Op.Cit, him 136
114 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, Politik H ukum Pidana, Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan Dekriminminalasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. hal. 143-145
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perampokan terhadap aset negara. Hal ini sejalan dengan firman Allah

SWT dalam surah An-Nahl (16): 14

o

;s - , s sor or e z or gy s o 7, % 7 ,
4l gt °11£ a1a°11q OQ ° 2 f’f o

5

7 PR v o o 917 °n 1° T o117f” 7 o107
u u d u

5 5 5 5 5 s

Artinya: “Dan dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar

kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu

mengeluarkan dari erhiasan yang kamu pakai; dan kamu

,-r'"'ﬁ
;/ Ve, dan supaya kamu mencari

melihat baht

B
UNISSULA
atllul)l £l lolumela

doa )/di negara hukum seperti

Indonesia, pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan terhadap hukum
tersebut juga merupakan wujud nyata dari rasa syukur kita kepada Allah
SWT. Aturan yang diterapkan bukan semata-mata sebagai pembatas,
melainkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan bersama.

Sebaliknya, tindak pidana perikanan merupakan bentuk kejahatan yang

bertentangan dengan nilai-nilai syukur tersebut. Tindakan ini tidak hanya
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melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan
keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam yang telah Allah
titipkan kepada Kita.
. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalamlslam

Laut beserta seluruh isinya merupakan karunia dan anugerah agung
yang Allah SWT berikan kepada umat manusia di muka bumi. Kekayaan

laut sangatlah beragam, mulai:dari sumber makanan yang bergizi tinggi

L1 o ]
Manusig frfﬂ;ﬁﬂ.!f!wﬂﬂgl.@lm'@. @p berlebihan maupun
| L—n—f \.—
merusak atas segafa nikmat yang

memudahkan manusia untuk menangkap hewan laut sesuai kehendak-Nya,

etah-Attah-SWT berikan. Allah bahkan

namun pada saat yang sama, Dia juga menguji manusia melalui kemudahan
tersebut. Meskipun hewan-hewan laut itu mudah ditangkap dengan tangan
ataupun alat seperti tombak, tetap saja terdapat ketentuan dan batasan yang

harus dipatuhi. Segala aktivitas penangkapan tidak bisa
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dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan yang
telah ditetapkan.!®

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana perikanan
merupakan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan hukum
yang berlaku. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
menegaskan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh

ikan di perairan yang edang dibudidayakan, dengan menggunakan

alat atau metode apa pti ) alam kegiatan ini adalah penggunaan
..-.._.' .\"\..\.-.
% Ny an;:mendinginkan, menangani,

., . Sl
-. u M 2 g 5 H ) & penangkapan tersebut

'|I o ]
dilakukan (g f‘:‘.‘ﬂu.r.-f.!f !@%‘?{Lﬁl‘-@ﬂﬁ_ﬂ.v@- Ka tindakan tersebut dapat

\ /
dikategorikan sepagai bentuk perampokan terhadap aset negara.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalam Islam

Berbicara tentang tindak pidana perikanan dalam Islam mungkin
merupakan hal yang baru bagi kita semua. Selama ini, kita lebih mengenal

tindak pidana perikanan melalui hukum positif di Indonesia. Dalam

115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas
Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
116 1hid

84



konteks hukum nasional, tindak pidana perikanan umumnya dimaknai
sebagai pencurian ikan di laut.

Meskipun secara eksplisit tidak ditemukan istilah "tindak pidana
perikanan" dalam ajaran Islam, bukan berarti Islam bersifat sempit atau
tidak mengatur hal tersebut. Pada dasarnya, Islam memiliki prinsip-prinsip
yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam menangani isu-isu terkait

perikanan, terutama yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Antara

Hah merasakan kepada

mereka, agar mereka

o - 9 . T, % s, , o sso_ 7 s 4s0O o ofs
¢l a1 a a atu C ot
by 5 5 5 5

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik,

17.Q.S Ar-rum ayat 41
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kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat

kerusakan”.118

c. Q.s. An-Nahl (16): 14

Ve s v s z ’ °r F s or ’ o n,
4 ge't e L ety oy a f
5 5 E

&
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Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa
yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah
anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang- orang kafir itu

karena mereka akan masuk neraka” 120

118 Q.S, Al-Qasas (28): 77
119 Q.s. An-Nahl (16): 14
120 Q.s. Saad (38): 27
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BAB |11
PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di
Wilayah Hukum Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia
dengan Ibu Kota di Tanjungpinang, sedangkan kota terbesarnya adalah Batam.

Provinsi ini dibentuk pada tanggal 24 September 2002 sebagai hasil pemekaran

penting seca

| @
telah berker M M ! ‘55 lg !mim ol 'lfan ekonomi melalui
I‘ .! Ie ; ® 1 L 1]
e Iﬁ.ﬁ“"mh sekitar 2.408 pulau, namun
K

hanya sebagian kecil yang berpén-gh_uni.

l.
kawasan mdust

Secara geografis, Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara
Singapura dan Malaysia di sebelah utara, Provinsi Bangka Belitung di sebelah
selatan, Provinsi Riau dan Selat Malaka di sebelah barat, serta Laut Natuna dan
Laut Cina Selatan di sebelah timur. Posisi ini menjadikan Kepulauan Riau

sebagai wilayah strategis, baik dalam konteks nasional maupun internasional.
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Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
di bidang kelautan dan perikanan. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas ini
memiliki beberapa fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan kebijakan daerah, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan

administrasi dinas, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

121

Ruang Iingkup i;dan Perikanan meliputi berbagai

7

Nl A
W w I g g u L ﬂ konservasi wilayah

pesisir dan laut melatti peng l@d&?’ﬂ!ﬂ@l@ﬁ:a;'@; jési laut daerah. 122
i
L1
Maih keterangan Taufik Zuifikar, beberapa contoh program atau kegiatan

yang dijalankan antara lain bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan seperti

kapal dan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan serta pendampingan usaha

perikanan, pengawasan perizinan dan penertiban

121 Wawancara dengan Taufik Zulfikar kepala bidang kealutan dan pengawasan DKP
Provinsi kepulauan riau pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 10.00 wib
122 |hid

88



aktivitas penangkapan ilegal, serta peningkatan kualitas dan keamanan produk
perikanan. Tindak pidana perikanan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan isu
serius yang berdampak langsung pada ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan
lokal. Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek
kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta faktor
pertahanan dan keamanan negara. Perspektif kriminologi bersifat dinamis dan

berkembang  seiring sosial serta pembangunan yang

permasalahan  yang

L
UNISSULA

‘:'uf’!'l.n,fy i &‘pﬁ'!ﬁ%l.@‘.}nal@ Jndang-Undang Hukum

undang tertentu.

Dari dua perangkat hukum tersebut, Indonesia mengadopsi dua sistem
penegakan hukum:
1. Sistem Diferensiasi Fungsional, yaitu pembagian tugas dan wewenang
antar aparat penegak hukum secara institusional.

2. Integrated Criminal Justice System, yaitu sistem peradilan pidana
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terpadu yang menyinergikan peran masing-masing lembaga dalam
proses penegakan hukum.

Dalam konteks hukum perikanan, proses penyelidikan dan penyidikan

dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, penuntutan oleh kejaksaan, dan

pemeriksaan serta putusan oleh hakim di bawah Mahkamah Agung. Meski

masing-masing lembaga berdiri sendiri, mereka harus bekerja secara

terkoordinasi dan berkelanj
Penegakan hukum terhae /\ apa perikanan di Provinsi Kepulauan

v .
“ N W E‘.S u L& a perikanan maupun
wellull g0l loluinsla
Keadilan (Justice) —

Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi, baik

terhadap pelaku perikanan skala besar maupun nelayan kecil. Tindakan
hukum harus proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak
pelanggaran terhadap ekosistem laut.

3. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi
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Proses penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan dan
dilaksanakan secara terbuka, agar publik mengetahui bahwa aparat
penegak hukum bekerja sesuai prosedur dan tidak menyalahgunakan
kewenangan.

4. Prinsip Partisipatif
Penegakan hukum sebaiknya melibatkan masyarakat pesisir, nelayan,

lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait secara aktif dalam

A e
AL U N SSJULA
| ﬁ:l!ﬁ?.hnfﬁiﬁﬂlﬁﬂﬁbh'iz_& n, TNI AL, dan Dinas

ara sinergis dan efisien agar

proses penegakan hukum cepat, tepat sasaran, dan berdampak nyata
dalam mencegah pelanggaran berulang.

7. Prinsip Kedaulatan dan Penegakan Wilayah Hukum Nasional
Mengingat Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara lain
dan memiliki banyak wilayah laut strategis, penegakan hukum juga

harus memperkuat kedaulatan negara terhadap sumber daya perikanan
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dari praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing).
Beberapa faktor yang memicu tindak pidana perikanan di Kepri antara
lain:123
1. Letak Geografis Strategis, Kepri berbatasan langsung dengan negara
tetangga, menjadikannya rawan terhadap praktik illegal, unreported,
and unregulated (1UU) fishing.

Luasnya wilayah perairan-. dan keterbatasan sumber daya aparat

ZA

2p.ekosistem laut .

onservasi dan

H ?‘:tﬂ-!\ae.:lﬂ@f#}{;hlhl_.q‘.{ﬁ_rb? 009 tentang Perikanan

\ ., A /
digunalz'a'n-unttrk-menm

2. Pengawasan oleh Satwas SDKP, Satuan Pengawas Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) aktif melakukan patroli dan
penindakan terhadap pelanggaran di laut.

3. Edukasi dan Sosialisasi, Peningkatan kesadaran nelayan melalui

penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut

123 Wawancara dengan Taufik Zulfikar kepala bidang kealutan dan pengawasan DKP
Provinsi kepulauan riau pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 10.00 wib
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dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang
diharapkan oleh masyarakat saat ini tidak hanya mencakup aspek formal
semata, tetapi juga menekankan pada kualitas materiil atau substantif. Oleh
karena itu, strategi pembangunan dan penegakan hukum harus diarahkan pada
pemenuhan aspek-aspek substantif yang mampu menjawab kebutuhan dan

keadilan masyarakat secara

ini menuntut beberapa hal;.an

Opini yang berkembang di masyarakat saat

penanganan yang sesuai.

4. Transparansi dan Akuntabilitas. Proses penegakan hukum harus
transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memastikan

bahwa hukum diterapkan dengan cara yang benar dan adil.

5. Pencegahan Kriminalitas. Strategi penegakan hukum juga harus

mencakup upaya preventif untuk mengurangi potensi terjadinya
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kejahatan, bukan hanya menangani kejahatan setelah terjadi.

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara Kepala dinas
kelautan provinsi kepulauan riau yaitu bapak Taufik Zulfikar kepala bidang
kealutan dan pengawasan, terkait pnegakan hukum tindak pidana perikanan dan
proses yang dijalankan oleh dinas kelautan perikanan provisni kepulauan riau,

dijelaskan beberapa pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara pada

l"budidaya.
j ias: erikanan.

82y carinetayar) cr polaku

el I 200l lolusinsla

2. Bagaiﬁ\ ndukung keberlanjutan
i

sektor perikanan di Kepfi? -
Jawaban:
DKP Kepri berperan dalam mendukung keberlanjutan sektor perikanan

melalui:

124 Wawancara dengan Taufik Zulfikar kepala bidang kealutan dan pengawasan DKP
Provinsi kepulauan riau pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 10.00 wib
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a. Pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 1,7 juta
hektare.

b. Penerapan skema pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan
kawasan konservasi.

c. Sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan seperti
kelong cacak.

d. Pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak
lingkungan.

3. Apa tantangan utama yang dihadapi sektor perikanan di Kepri saat ini?

Jawaban:

U) fishing.
dan.. infrastruktur

perikanan dan

aga penelitian atau

—=

*'i

; 7‘#‘-‘-'!"-#:!3] 'éﬁ‘.‘?’f,ﬂ!ﬁ.l.\a‘-"m!_ln_i-. dengan berbagai lembaga

s

peneliti kanan dan IImu Kelautan
Universitas Riau, untuk pengembangan sektor perikanan berkelanjutan.

5. Bagaimana kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di wilayah
perairan Kepri?

Jawaban:
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Kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di Kepri mengikuti prinsip
Penangkapan lkan Terukur (PIT) yang diterapkan oleh KKP, termasuk
pengaturan zona tangkap dan kewajiban pemasangan Vessel Monitoring
System (VMS) pada kapal tertentu.

. Apa saja jenis alat tangkap yang dominan digunakan nelayan lokal di
Kepri?

Jawaban:

W Nﬁg?gvi u ﬂ.ﬂ kat melalui kelompok
5 MM'"E:'.? I@o‘?”ﬂ:i@q}hl@

: Bagaimw-' enegakan—hukum terhadap pelanggaran

perikanan di Kepri?

Jawaban:

Mekanisme penegakan hukum melibatkan koordinasi antara DKP
Kepri, Satwas PSDKP, TNI AL, dan Polairud, dengan proses hukum
yang mencakup penyelidikan, penindakan, dan proses peradilan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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9. Bagaimana proses penanganan terhadap pelaku illegal fishing atau
penggunaan alat tangkap terlarang?
Jawaban:
Proses penanganan meliputi penangkapan pelaku, penyitaan alat
tangkap, penyidikan oleh aparat berwenang, dan proses peradilan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Apakah terdapat hambatan-.dalam proses penegakan hukum, seperti

'’
R
-

o

keterbatasan SDM,- lau- wilayah pengawasan yang luas?

&P
UNISSULA
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menilai\e'fektivims—pen e prTe— v

strategi pengawasan dan penindakan di sektor perikanan.

n instansi terkait untuk

gan tujuan meningkatkan

12. Bagaimana dampak penegakan hukum terhadap keberlanjutan sumber
daya perikanan dan kesejahteraan nelayan?
Jawaban:
Penegakan hukum yang efektif berkontribusi pada keberlanjutan sumber

daya perikanan dengan mencegah praktik penangkapan yang
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merusak, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui
pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

13. Berapa pelanggaran Tindak Pidana Perikanan dari tahun 2024-2025
dan seperti apa jenis pelanggarannya?
Jawaban:
Data spesifik mengenai jumlah pelanggaran Tindak Pidana Perikanan

dari tahun 2024-2025 dapat.diperoleh melalui laporan resmi DKP Kepri

atau KKP. Jenis p elar ’ _um terjadi meliputi illegal fishing,

/ serta prosedur

7 bervar|a5| mulai

&2
UiiSSULA
'I‘:"Um"” i éf-"{ﬂ.ﬂ 2 masyarakai nelayan di Kepulauan

Riau yang berbman—da'lam—p aksanaan ata

ekonomi nelayan yang rentan menjadi faktor pendorong utama praktik

anggaran hukum. Kondisi

penangkapan ikan ilegal, sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan kebutuhan
hidup. Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman akan konsekuensi juga
menjadi faktor utama, karena sosialisasi hukum yang belum efektif.

Lebih lanjut, norma sosial dan budaya lokal yang menganggap praktik bebas

dan tanpa batasan sebagai hal biasa menimbulkan benturan nilai antara
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masyarakat dan aparat hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum formal
sering kali bertabrakan dengan nilai-nilai komunitas yang telah mengakar,
sehingga menimbulkan resistensi dan kesulitan dalam penegakan hukum.
Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta tantangan
geografis seperti wilayah laut yang luas dan sulit diawasi menyebabkan
lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum formal

saja tidak cukup menjamin efektivitas penindakan. Faktor eksternal yang

¥ .
w w ‘ g -‘El U l A pelatihan, akses modal,

dan diversifik' Rﬁl-h.’.y léﬁ}"g:ﬁuﬁl-‘:mﬂhh elakukan praktik ilegal.
|1

Memodernisasi “pengawasan dengan —teknologi—canggih serta penambahan

personel meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menindak pelanggaran.

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian sumber daya
perikanan dapat mengharmonisasikan norma sosial dengan kepastian hukum,
meningkatkan efektivitas dan legitimasi penegakan hukum.

Penegakan hukum tindak pidana perikanan di Kepulauan Riau tidak bisa

hanya mengandalkan pendekatan yuridis formal. Keterbatasan dalam
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pelaksanaan di lapangan harus diimbangi dengan pemahaman konteks sosial-
ekonomi dan budaya masyarakat nelayan. Sinergi antara regulasi yang kuat,
sistem pengawasan yang handal, serta pendekatan sosial yang humanis dan
partisipatif merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum yang
berkelanjutan dan efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E
s

2 ada Perikanan yang
’ /
i @ .{-‘s <+ iLb LA /

l.w,j»“ {iﬁ mendapatkan |

jormasi terkait peraturan

Jawaban:

Biasanya saya mendapatkan informasi dari sosialisasi yang dilakukan
oleh Dinas Perikanan dan juga dari organisasi nelayan di daerah saya.
3. Apakah Bapak merasa aturan-aturan tersebut mudah dipahami dan

dijalankan?

125 Wawancara Iskandar Pelaku usaha perikanan di provinsi kepulauan riau, pada tanggal 10
Mei 2025 Pukul 10. 00 wib
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Jawaban:
Sebagian besar aturan cukup mudah dipahami, tetapi ada beberapa
ketentuan yang masih membingungkan bagi kami, terutama terkait
proses perizinan.

4. Apakah Bapak/lbu dan kru kapal sudah memiliki dokumen perizinan
usaha perikanan yang lengkap?

JA

Kami sudah berusafi api. dokumen seperti SIUP dan SIPI,

Jawaban:

elihat masih ada

U W I g:r; u olar A penindakan  terhadap

G Clef kel baser tat/ asing |
6. Apa sa&n-Bapak-kepada- emerintah-atau-aparat penegak hukum agar
penegakan hukum perikanan menjadi lebih efektif dan adil?
Jawaban:
Sebaiknya penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan adil
kepada semua pelaku usaha, serta memperbaiki proses perizinan agar

lebih mudah dan transparan.
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7. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi dari Dinas
Perikanan atau instansi terkait?

Jawaban:

Ya, saya pernah mengikuti beberapa pelatihan dan sosialisasi yang diadakan

oleh Dinas Perikanan, dan itu sangat membantu dalam memahami aturan.

Berdasarkan penelitian penulis Untuk menilai efektivitas pelaksanaan

penegakan hukum terhadap tinda

a perikanan di wilayah Kepulauan

Riau, digunakan pendeka ant {tas menurut Soerjono Soekanto, yang

/ ]‘45 Tahun 2009
]

'yang cukup kuat

!
|

u M ; g:p. W ﬂ_ﬂ and unregulated (1UU)

fishina; Jalarti Konit !@fﬁ:-iir;!ﬁ;:m;b:_:«- dapat dikatakan efektif

an-pidana, kewenangan aparat,
hingga mekanisme pengawasan. Namun, efektivitas substansi hukum
tidak hanya diukur dari kelengkapan norma, tetapi juga dari
kemampuannya diimplementasikan secara konsisten, yang pada
kenyataannya masih menghadapi sejumlah kendala.

2. Faktor Penegak Hukum

102



Penegakan hukum dilakukan oleh berbagai institusi seperti DKP Kepri
(melalui Satwas SDKP), TNI AL, Polairud, dan aparat penegak hukum
lainnya. Dalam wawancara, Kepala DKP Kepri, Ajat Said Sudrajad,
menyebutkan bahwa sinergi antar lembaga sudah berjalan, meskipun
masih terdapat tantangan berupa keterbatasan jumlah SDM vyang
berkompeten dalam pengawasan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa
efektivitas dari sisi apara penegak hukum masih terganggu oleh

keterbatasan iasi, meskipun komitmen penegakan
o5

hukum tingo

.

H H E Eﬂ U Lﬂ pemantauan (meskipun

S -:ﬁutﬂ!-y '@‘j‘\?{ﬁvﬂ:‘wﬁ&ﬂfka ctivitas penegakan hukum

menjad;““ ecara operastonal, karena keterbatasan alat
dan teknologi menyebabkan banyak pelanggaran sulit dideteksi secara
langsung.

4. Faktor Masyarakat (Partisipasi Masyarakat)
Efektivitas hukum juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat
mendukung dan berpartisipasi dalam penegakannya. Dalam hal ini,

DKP Kepri telah membentuk kelompok pengawas masyarakat
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(Pokmaswas) yang bertugas melakukan pengawasan partisipatif.
Program edukasi kepada nelayan mengenai pentingnya penggunaan alat
tangkap ramah lingkungan juga telah dilakukan. Namun, masih ada
sebagian nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap ilegal karena
kurangnya pemahaman atau keterbatasan ekonomi. Maka, partisipasi
masyarakat dapat dikatakan masih bervariasi, dan perlu pendekatan

yang lebih inklusif dan edukatif.

-
e
| K .l"

LN g:l’. Ui A udaya hukum belum
sepenul ?ﬁff!-!.vg,lﬂ ézd‘: ” Lagtmalan /

i
melaluillbendek'amn-ber elanjutan.

Dalam penelitian penulias sudah umum diketahui bahwa tindak pidana

masih perlu ditanamkan

merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi dari

kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara

untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang

yang melanggar peraturan atau hukum pidana.
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Pandangan tersebut diperkuat oleh pengklasifikasian dalam ilmu hukum, di
mana hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik. Sebagai bagian
dari hukum publik, hukum pidana tidak membolehkan adanya campur tangan
individu dalam proses penegakannya.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana dilakukan dalam
rangka mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu
memberikan perlindungan kep da-.masyarakat agar tercipta ketertiban dan

ia-menanggulangi kejahatan dengan

kesejahteraan.Upaya unt

pidang perikanan adalah
penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana
perikanan di perairan Indonesia. Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan menyatakan
bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus
berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera

asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
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Dalam penjelasan Pasal 69 Ayat (4) disebutkan bahwa bukti permulaan
yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di
bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing. Misalnya, kapal
tersebut tidak memiliki Surat 1zin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin
Kapal Pengangkutan lkan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau
mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara

Republik Indonesia.

@
URISSULA
reellanll| ol

Setiap orang yang denga gaja pengelolaan perikanan

Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang
tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda
paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha

perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Ketentuan

126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
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pidana di atas, bertujuan supaya terjadi ketertiban dan keteraturan dalam
melaksanakan usaha perikanan. Tidak terjadi rebutan dalam melakukan
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran
ikan. Diharapkan semua perusahaan perikanan sebagai perusahaan resmi
yang mengantongi SIUP. Disamping itu untuk mencegah pengelolaan
perikanan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan

masyarakat dan Negara.

""‘"""‘ J" ki pen kapan ikan di wilayah
‘l\,, i8sia dan/atau di laut

"{k né udk-dalam Pasal 27
é‘l‘ ) (enam) tahun
w J

tiap o

Fef

. akukan pc paii ikan di ZEE yang tidak
-8l Againa ' 7 ayat (2), dipidana
e .ﬁr .w m.'.""

3) Setiahl « u " l ss "' l”‘A P’ngap ikan berbendera

' anan Negara Republik

igaimana dimaksud dalam

ngan prdana-penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan denda paling banyak Rp2 000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah).

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan  kapal
pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
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yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang
tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pada dasarnya, mekanisme penegakan hukum dalam kasus tindak pidana

perikanan saat ini belum berhasil menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Hal
ini disebabkan oleh besarnya nilai kerugian yang selama ini belum dapat
sepenuhnya diganti melalui proses penegakan hukum yang berjalan. Seiring
waktu, kapal yang digunakan ; barang bukti dalam kasus tindak pidana

.".-.

perikanan seharusnya b| a die urituk menutupi kerugian yang timbul.

/
pemusnahar"yl " w N H SE" w Gl ﬁ arena secara ekonomi

L1 o ]
barang bukti g m?JJﬂ];? '@k‘:’b”ﬁi-ﬁﬂm@qn engembalikan kerugian

negara.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai alat untuk
menguji dan mengevaluasi hukum positif tersebut. Sebagai dasar pembentukan
hukum, penerapan, dan pelaksanaannya, tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai
Pancasila. Teori keadilan Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang

berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ontologis,
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epistemologis, bahkan aksiologisnya. Dengan demikian, Pancasila mampu
memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaruan dalam sistem hukum di
Indonesia.!?’

Menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum
terhadap tindak pidana perikanan di Kepulauan Riau oleh DKP Kepri berada

pada tingkat “cukup efektif”’, namun masih memiliki beberapa hambatan yang

signifikan. Hambatan tersebu. neliputi  keterbatasan sarana pengawasan,

w W ﬁ ﬂ U L ad | a hukum. Penegakan

' _Jj‘-\'%mf:j&"{ .E-.ar_.uﬂ’ﬂydr ggaran sebelum terjadi.

Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai langkah seperti sosialisasi dan
penyuluhan kepada nelayan mengenai alat tangkap ramah lingkungan dan
peraturan perikanan, pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas) di daerah pesisir, serta penerapan sistem Vessel Monitoring

System (VMS) untuk melacak pergerakan kapal. Meskipun langkah-langkah

127 A F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, edisi ke-2, cet. 2,
Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 1
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tersebut telah dilakukan, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan
pengawasan, rendahnya pendidikan sebagian nelayan, serta kehadiran kapal
asing atau luar daerah yang tidak tunduk pada aturan lokal.

Sementara itu, penegakan hukum represif dilakukan setelah terjadinya
pelanggaran, dengan tujuan memberikan sanksi dan efek jera kepada pelaku.
DKP Kepri bersama instansi seperti TNI AL, Polairud, dan Kejaksaan telah

melakukan penindakan terhadap kapal ilegal serta menyidik dan melimpahkan

perkara ke pengadilan.. w ini menghadapi kendala berupa

lain pembifn:
bantuan sar? E.' H W 3 S “ e & / emikian, pelaksanaan

Tasil {61 'ﬁﬂhihlamdﬁdfﬁ? an anggaran, jumlah petugas,
dan kesinambungan program p

Berdasarkan ketiga bentuk penegakan hukum tersebut, dapat disimpulkan

pendekatan i

emﬁi. laan.

bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di
wilayah Kepulauan Riau oleh DKP Kepri belum berjalan optimal. Upaya
preventif belum maksimal karena keterbatasan akses dan rendahnya kesadaran
hukum masyarakat. Penegakan represif masih menghadapi hambatan teknis dan

geografis, serta belum menciptakan efek jera yang signifikan. Adapun
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upaya kuratif masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh pelanggar
secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan
hukum, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antarlembaga, peningkatan
fasilitas pengawasan laut, dan pemberdayaan masyarakat nelayan secara
berkelanjutan.

. Kelemahan-Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Kepulauan Riau Dan Solusinya.

. Huk erhadap Pelaku Tindak Pidana
Perikanan Di Wilayar} Uk atan Riau.

menjadi

I' i QEE “ L&A / tidak sesuai dengan

pelaku usar;
q'v""“ﬂsy |£L#§Q;L‘1-’:-Lq:bm&;p. engkap, pengusaha tidak
mbangkan usahanya, tetapi
juga mendapatkan perlindungan hukum dari masalah yang mungkin muncul
selama proses pengembangan bisnis.
Dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, setiap pelaku wajib
mematuhi persyaratan pengaturan yang berlaku, salah satunya adalah

kepemilikan surat izin. Apabila nelayan menangkap ikan tanpa memenubhi
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ketentuan perizinan sesuai aturan hukum nasional, maka dapat dikenakan sanksi
pidana.

Dalam penegakan tindak pidana perikanan, terdapat beberapa kendala yang
menjadi penghambat. Salah satu faktor kunci keberhasilan penegakan hukum

adalah mentalitas atau karakter dari aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam

konteks penegakan hukum, keadilan tanpa kebenaran akan menjadi suatu

penyimpangan.
. , ",g‘,.-//!\\

pa kejujuran merupakan suatu bentuk

“ -
UNISS “ LAY an lain menurut hukum
‘;‘ﬂu-\!ylé?t,1 u L;"

Kan dan penyidikan, harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mewajibkan tindakan tersebut
dilakukan.

c. Harus wajar, masuk akal, dan sesuai dengan lingkup jabatan yang

diemban.
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d. Berdasarkan pertimbangan yang layak atas keadaan yang memaksa;
dan
e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
Berdasarkan penelitian penulis, salah satu kendala utama dalam penegakan
tindak pidana perikanan terdapat pada proses penyidikan. Keberadaan tiga
instansi penyidik dengan kewenangan dan posisi yang sejajar dalam menangani

an- berpotensi menimbulkan tumpang tindih

tindak pidana di bidang perik

Wj‘ w E ‘@:a.‘."- U L ﬂ 2lah disepakati tersebut,

e L3
-".'.:’ng ! ég:.@{buglﬂf-ﬁm;hu Perikanan, Penyidik TNI

AL, dan Penyikb"rk-PU’rri—menn kewenangan untuk melakukan penyidikan
tindak pidana perikanan. Sedangkan di wilayah ZEEI, kewenangan penyidikan
hanya dimiliki olen Penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan. Kondisi ini
membuka peluang terjadinya konflik kewenangan di antara ketiga instansi
penyidik tersebut.

Konflik kewenangan terjadi karena ketiga instansi tersebut sama-sama

memiliki kewenangan dalam menangani perkara yang sama, namun bekerja
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secara terpisah tanpa adanya sistem koordinasi yang terpadu. Hal ini berarti
mereka semua berhak melakukan penyidikan dan juga berwenang menyusun
berita acara pemeriksaan (BAP) untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum, tanpa adanya pembagian kewenangan yang jelas maupun
mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini bukan hanya bersifat
negatif, melainkan juga bersifat positif, karena ketiganya sama-sama memiliki

kewenangan.'?®

%Lxﬂafﬂ N dikan terhadap nahkoda yang

E!if 1} - -.di Zona Ekonomi

o i
u W l 35 “ L ﬁ /kalt nahkoda kapal

berkewarganega ThE: '*s ,l{ '1‘.".":,]{._; L-;uffwl,eh 23 persidangan. Lembaga
i
|1

imigrasi yang mengurus orang asi

mau menerima penitipan nahkoda ataupun saksi tersebut sebelum proses

utangkan ke negaranya tidak

perkaranya berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan UNCLOS dan

peraturan perundang-undangan, apabila terjadi penangkapan maka nahkoda

128 Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2016, hal. 113

125 Ganti, Inda, and Oksep Adhayanto, Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap
Pelaku Illegal Fishing, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3, 2019, hal. 269
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dan Anak Buah Kapal (ABK) tidak diperbolehkan untuk diturunkan dari kapal
tersebut.

Terhadap mereka hanya dapat dilakukan penahanan di luar, yaitu hanya di
kapal milik yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat hak
hidup dari nahkoda dan ABK yang terganggu karena mereka tidak dapat turun

dari kapal serta tidak dapat melakukan perawatan kapalnya. Oleh karena itu, hal

ini menjadi tanggung jaw elidik dan penyidik untuk menghidupi

Ej W w QE; u i—ﬂ aka rumusan Pasal 101
ini, harus diub? M'@ﬁb%mh
|
Pasal 102 Undang-Undang Nomec

UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, penegak hukum tidak dapat

AS5-Tahun-2009 tentang perubahan atas

menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana
perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan Negara tersebut. Tentu saja

selama belum ada perjanjian dengan Negara tersebut, maka pemberlakuan

130 |bid
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Pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana
perikanan.

Begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan in absentia sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pasal 72, diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi
untuk mengaturnya. Oleh karena itu, jika terdapat berbagai permasalahan dalam
produk perundangundangan maka sebaiknya diadakan perubahan dalam materi

perundang-undangan .~Atau dibuat suatu peraturan sebagai

Penega - idana perikanan di wilayah

{:@% fiai-yang menghambat
&?
Loy
—
bat
>

U N g g% u L,ﬂ. egakan hukum menjadi
‘;'““Elf-lua’.!g 'iﬂ?’!_‘frﬂal,;,ﬁ:rg(:[@. miliki pengetahuan yang

cukup tentang?‘egutasi-wr’rkan erta kurangnya Keterampilan teknis dalam
menangani kasus-kasus perikanan yang spesifik. Untuk mengatasi hal ini,
penting dilakukan pelatihan berkala bagi aparat penegak hukum agar mereka
dapat memahami regulasi yang ada dan menangani kasus perikanan dengan
lebih profesional dan efisien. Program pelatihan yang berkelanjutan, baik

bagi polisi, TNI, maupun petugas
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pengawasan lainnya, perlu diutamakan agar mereka memiliki pemahaman
yang mendalam tentang kebijakan dan teknik penegakan hukum yang relevan.
Selain masalah SDM, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi
faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.
Di Kepulauan Riau, yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas,
keberadaan armada kapal patroli dan alat pemantau yang memadai menjadi

sangat penting. Namun, sering_kali kapal patroli yang ada terbatas, tidak

__.-'

memadai, pengawa

w

/

w w ' gzw’- “ LTa ﬁ ﬁangani tindak pidana

perikanan. | ‘MI@Q"DML@ /
L1
Korupsi dan penyalahgunaan wi jadi masalah serius dalam

penegakan hukum perikanan. Beberapa pihak yang terlibat dalam proses

penegakan hukum bisa terlibat dalam praktik korupsi, yang menyebabkan
pelaku tindak pidana perikanan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.
Ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum malah terlibat dalam praktik
korupsi, hal ini menciptakan celah bagi para pelaku illegal fishing untuk lolos

dari hukuman. Tidak jarang, mereka yang terlibat
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dalam pelanggaran ini menggunakan pengaruh atau suap untuk menghindari
penindakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pengawasan yang
lebih ketat terhadap aparat penegak hukum, serta penguatan sistem transparansi
dalam setiap tahapan proses hukum. Penerapan sistem pengawasan internal
yang lebih efektif dan penggunaan teknologi untuk melacak aliran suap atau

penyalahgunaan wewenang bisa menjadi solusi untuk mengurangi praktik

korupsi dalam penegakan huku

u w I QEE u N-A. : J;aka mungkin merasa

bahwa tindal'*(l ﬂ?'?-u-!.” I =F'L dak "akan terdefeksi. Oleh karena itu,
penyuluhan yahg—rebrh-mtenmf mengenat-pentingnya menjaga keberlanjutan
sumber daya perikanan dan dampak dari illegal fishing perlu dilakukan secara
terus-menerus. Program-program edukasi yang melibatkan masyarakat pesisir,
nelayan, dan kelompok pemuda dapat membantu meningkatkan kesadaran
hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap keberlanjutan

sumber daya alam.
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Selain itu, proses peradilan yang lambat dan birokratis juga menjadi
hambatan serius dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana
perikanan. Banyak kasus tindak pidana perikanan yang membutuhkan waktu
lama untuk diproses, dan sering kali pelaku tidak mendapatkan hukuman yang
setimpal dalam waktu yang tepat. Proses peradilan yang panjang ini seringkali
mengurangi efek jera bagi pelaku, bahkan memberi kesan impunitas karena

ukuman dengan menunda-nunda proses

H w 3-‘@ “ f—ﬂ an' dan tindakan yang

komprehensif mg”*i-@@ﬁ“ﬂqﬁ%ﬂh- merintah, aparat penegak

!

L1
hukum, masyarakat, dan sektor swasta

gkatkan kapasitas SDM aparat
penegak hukum, memperkuat sarana dan prasarana pengawasan, mengurangi
korupsi dalam penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki
kondisi ini. Dengan adanya perbaikan dalam berbagai aspek tersebut,
diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Kepulauan

Riau dapat berjalan lebih efektif, dan pelaku ilegal fishing dapat diberantas
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dengan tegas demi kelestarian sumber daya perikanan dan kesejahteraan
masyarakat.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses yang tidak
semata-mata bersifat teknis atau normatif, melainkan juga melibatkan
penerapan diskresi, yakni pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur
secara ketat oleh kaidah hukum. Dalam hal ini, diskresi mencakup unsur

penilaian pribadi yang berada ..;.—. ara hukum dan moralitas (etika dalam arti

.".-.
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ksesuaian Gl difaga Hilai-nilA terbe

pada akhirnya mengganggu ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial.
Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai
pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim semata.
Masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang
memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang

memengaruhi efektivitas penegakan hukum, di antaranya:
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1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu substansi dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini mencakup kejelasan norma, konsistensi
antar peraturan, serta kemampuan hukum tersebut untuk menyesuaikan
diri dengan dinamika masyarakat. Sebuah hukum akan sulit ditegakkan
apabila isi dan rumusannya tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak

relevan dengan kondisi sosial yang ada.

2. Faktor penegak hukum, 'k-pihak yang bertugas membentuk,

L
“ w i s g ““[ i A d /adanya sarana yang

dai, proses_pel !@l"ﬁﬁliml‘u;‘:m_ﬂ:b_n erjalan lambat dan tidak

efektif.

4. Faktor kebudayaan, yaitu sistem nilai, norma, dan pola pikir masyarakat
yang berakar dari hasil karya, cipta, dan karsa manusia dalam kehidupan
sosial. Kebudayaan sangat memengaruhi cara pandang masyarakat
terhadap hukum, termasuk tingkat kepatuhan dan kesadarannya

terhadap aturan yang berlaku.
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5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial tempat hukum tersebut
diterapkan. Tingkat pendidikan, ekonomi, partisipasi masyarakat, serta
kesadaran hukum individu dalam masyarakat menjadi elemen penting
yang menentukan apakah suatu hukum dapat dijalankan secara efektif
atau tidak.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah

hukum Kepulauan Riau -ns tantangan yang cukup besar, dan untuk

8\

mengatasinya, diperlukg S0l mprehensif dan terintegrasi. Salah satu

Jelatihan ini harus
a pada keterampilan

teknis terkallh ( U W W gto:.r w i— ﬂ -'fperikanan. Selain itu,

knologi canggih dalam

i
L1
pengawasan, Seperti sistem pemantauansatelit, tadar, dan drone, yang

memungkinkan aparat untuk mendeteksi aktivitas ilegal secara real-time dan

\ - 5
penting pula | Ul tempe 'épﬂ{:! 1 pengguiaan

mengurangi ketergantungan pada patroli manual yang terbatas.
Selain masalah SDM, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan
merupakan kendala besar dalam penegakan hukum. Wilayah Kepulauan Riau

yang terdiri dari banyak pulau dan perairan yang luas sangat sulit untuk

122



dipantau secara efektif tanpa dukungan teknologi dan armada patroli yang
memadai. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan investasi dalam
infrastruktur pengawasan, seperti penambahan kapal patroli yang lebih modern
dan efisien, serta penerapan sistem pemantauan berbasis satelit yang dapat
memberikan data yang akurat dan terperinci mengenai aktivitas ilegal di laut.
Dengan demikian, pengawasan bisa lebih tepat sasaran, dan tindak pidana

perikanan dapat lebih cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti. Selain itu,

melaporkan secaraia g adanya a as ilegatdapat mempercepat respons

.
45
-
e
-
E

gj Iﬂ 9 qu‘y.- u &ﬂ, lana untuk menghindari

‘:1"”1##.!! !é%ﬂgﬂjilﬂl.jjimal',@. engawasan internal yang

m-pengawasan- terhadap aparat hukum.

Penerapan sistem transparansi dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari
penyelidikan hingga persidangan, akan meminimalisir kemungkinan adanya
intervensi dan kolusi yang merugikan. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih
tegas terhadap aparat yang terlibat dalam praktik korupsi harus dilakukan untuk

memberikan efek jera dan memastikan keadilan dalam proses hukum.
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Penegakan hukum yang adil dan tanpa campur tangan pihak luar adalah kunci
untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.
Tidak kalah penting adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Banyak nelayan dan masyarakat pesisir yang belum sepenuhnya menyadari
dampak buruk dari tindak pidana perikanan, seperti illegal fishing, terhadap
ekosistem laut dan kesejahteraan jangka panjang mereka. Oleh karena itu,
pendidikan dan penyuluhan yang. lebih intensif sangat diperlukan untuk

5
Z
-".-.

an K-mengenai peraturan perikanan yang

: v
UNISSULA
) n'z-‘?f!vlra*.._lg !@«E’-{}ﬂﬂlqﬁ;ﬁ@l@. adi solusi penting dalam

ambat sering kali memberi
kesempatan bagi pelaku tindak pidana perikanan untuk menghindari hukuman
atau memanfaatkan kelambanan sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan
pengadilan khusus yang menangani kasus perikanan agar proses hukum bisa
berjalan lebih cepat dan lebih fokus. Pengadilan ini akan mengurangi  beban

perkara di pengadilan umum dan mempercepat
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penyelesaian kasus-kasus perikanan yang seringkali tertunda. Kerjasama yang
lebih erat antara lembaga penegak hukum dan sistem peradilan juga harus
dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kasus diprioritaskan dan diusut
tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di
Kepulauan Riau memerlukan perubahan struktural yang mendalam, termasuk

hukum, penguatan sarana dan prasarana,

f\

peningkatan kapasitas aparat pene

roley|glleLymdi |

hukum di bidang perikanan, diperlukan pelatihan khusus yang terfokus pada
hukum perikanan dan teknik penyidikan tindak pidana perikanan. Pelatihan ini
wajib diikuti oleh seluruh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim
agar mereka memahami seluk-beluk regulasi dan prosedur penanganan kasus
perikanan secara mendalam. Selain itu, penguatan pemahaman aparat terhadap
regulasi perikanan yang berlaku sangat penting agar mereka dapat bertindak

sesuai dengan ketentuan hukum yang terbaru dan relevan.
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Di samping peningkatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan
prasarana penunjang penegakan hukum menjadi hal yang tidak kalah penting.
Penggunaan teknologi modern seperti radar, drone, GPS, dan alat pemantauan
lainnya harus dioptimalkan untuk memperluas cakupan pengawasan wilayah
perairan dan mempercepat deteksi aktivitas ilegal. Dengan dukungan teknologi
ini, aparat dapat lebih cepat dan tepat dalam melakukan tindakan penegakan

hukum.

da ikanan secara

at strategis agar

_\ et ! _
dengan inst -. W w “ g :13 u N ﬂ JIIr-f_aut dan Bea Cukai,

b - & . .
sangat dibutuhk: "‘ﬁ‘"’-l-'l!‘-_, !@V‘éﬁuﬁ;,@'ﬂakg- olaborasi ini bertujuan
i

L1
untuk memperluas jaringan pe

serta penindakan terhadap aktivitas perikanan ilegal.

mperkuat upaya pencegahan

Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten dengan
penerapan sanksi pidana dan administratif yang jelas tanpa pandang bulu.
Sanksi yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku agar

tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi contoh bagi masyarakat.
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Pengadilan harus mampu memberikan putusan yang adil dan berorientasi pada
kepentingan perlindungan sumber daya perikanan dan lingkungan laut.
Pengawasan ketat terhadap proses penegakan hukum juga wajib dilakukan
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kolusi.
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum perlu dijaga
agar masyarakat memperoleh kepercayaan penuh terhadap sistem penegakan

hukum.

&g
?ﬁf-lkﬂ!.:lg i Mﬂ?ﬂﬂ—lﬂflﬂhﬁ

Masyarakat pesisir dan nelayan perlu diberikan sosialisasi secara intensif
mengenai hukum perikanan dan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya
laut. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan
mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengawasan dan pelaporan tindak

pidana perikanan.
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Selain itu, program edukasi yang tepat sasaran dapat mengurangi praktik
perikanan ilegal yang dilakukan karena ketidaktahuan hukum dan keterbatasan
alternatif ekonomi. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat menjadi mitra
strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Regulasi perikanan perlu direvisi dan diperkuat agar lebih adaptif dengan
kondisi nyata di wilayah Kepulauan Riau, termasuk perkembangan teknologi

dan dinamika sosial-ekonomi di.sektor perikanan. Penyederhanaan prosedur

&
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah maritim strategis memiliki potensi
besar di sektor perikanan namun juga menghadapi tantangan serius berupa
maraknya praktik illegal, Upaya DKP Kepri dalam bentuk pengawasan,

konservasi, pemberdayaan nelayan, dan kerja sama riset telah dilakukan,

.{) n, sosial, budaya, dan
‘vﬂl

'S

instansi, sulitnya pengawasan terhadap nahkoda asing, kelemahan aturan
hukum, keterbatasan SDM, sarana kurang memadai, korupsi, rendahnya
kesadaran hukum, dan lambatnya proses peradilan. Solusi yang dibutuhkan
meliputi peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi pengawasan
modern, penguatan sarana, pemberantasan korupsi, edukasi masyarakat, dan
reformasi sistem peradilan termasuk pembentukan pengadilan khusus

perikanan.
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B. Saran

1. Agar Pemerintah melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan
infrastruktur lembaga penegak hukum kelautan agar dapat menjangkau
seluruh wilayah perairan secara optimal. Selain itu, penyederhanaan proses
perizinan usaha perikanan dan peningkatan edukasi hukum bagi nelayan

sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Pemerintah daerah juga

dianjurkan memperluas kerj .,.-.--. sektor, termasuk dengan lembaga

ﬁ}///\ angga, guna membangun Sistem

/
DE serta aturan

absentia dan

U #{ n @% W Lﬁ // rat melalui pelatihan

|1 e ; L] 1 [ 1] .
dan teknolo """u“";l-‘,g : ‘i?ﬁ"cﬁ.ﬁnﬂlﬂinﬁ?!n?v atan sarana seperti kapal

!

patroli dé‘m@%l@i@telifd' akan.

diperkuat dengan pengawasan internal dan sanksi tegas. Edukasi

perantasan korupsi harus

masyarakat pesisir dan nelayan tentang hukum perikanan perlu

berkelanjutan dengan dukungan komunitas dan lembaga pendidikan.
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